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f,,ATA PBHGAf,TAR

Puj i dan syukur penulis seabahkan ke hadirat Tuhan YanE

llaha Esa karena lilpahan rahaat-Nya penulis dapat nenyele-

saikan buku ini.

Buku lasasan Pers dan Jutnalistik ini disusun untulr

dapat dijadikan sebagai salah satu sunber Lelajar badi

petinat bidang jurnalistik raupun para penulis penula yanE

aasih belua neaahaai konsep dan seluk beluk dunia jurnalis-

tik. Selain itu, nahasisna yand sedang nendalani ilau dalaa

bidang jurnalistik pun dapat nenanfaatkan buku ini.
Pada . keseapatan ini penulis uenyaupaikan rasa teriaa

kasih kepad.a seDua pihak yang telah ueaberikan bantuan,

doronElan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk penulisan bu-

ku ini.

Akhirnya, jika diteaukan kekuranElan dan kekeliruan da-

1", buku ini karena kekhilafan penulis, kritik dan saran

deni kesenpurnaan buku ini untuk aasa datand sangat di.harap-

kan dan diterima dengan senang hati. Seaoga buku ini ber-

nan f aat

PadanE!, Septenber 1996
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BAB I

PEHDATR.,LUAN

Arus informasi di dunia saat ini mengalir dengan amat

derasnya. Hai ini terutama didukung oleh perkembangan ko-

munikasi yang dahsyat Fula dan oleh adanya kemajuan alat-

alat komunikasi yang semaki.n baik dan canggih, Kemajuan

alat-alat komunikasi olph hasil kemajuan iimu pengetahuan

dan teknologi telah membuktikan dirinya sebagtsi alat ko-

munikagj. yang memiliki keunggulan hingga makin memudahkan

manusia berkomunika=;i dengan manusi.a iainnya, DaIam pe1-

kemhangan komunikasi akhir-akhir ini dapat dicatat bebera-

pa aiat komunikasi itu seperti telepon, telepon genqBam,

.telepon yang dilengkapi layar monitor gambar, faksimile,

komputer dengan berbagai generasjnya bahkan dengan meman-

faatkan sistem transmisi satelit, dan alat-aIat komunikas;i

lainnya,

Kemaj uan

perkembangan

alirnya arus

komunikasi massa k arena

media messa di dunia, mampu

infor-masi tersebut. Karena

semakin pesatnya

fl)emFerderas meng-

semak in bai knya

dan majunya perkembangan media massa sepertj surat kabar,

majalahr radio, dan televisj. maka arus informasi dapat

mengalir dan menyebar dengan sangat cepatnya menuju peio-

sok-pelosoL yang ada di dunia. Duni.a medj.a massa ter-

utama seperti suratkabar dan televisi tengah mengalami

revolusi. Perkembangan ilmu pengetahuan r penemuan teknolo-

gi terapan, komputer dan sigtem transoisi elektronj.k jarak
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jauh denean pemanf aatan satel it te.l.ah memFercepat- menga-

Iirnya arus informasi dan komunikasi,

Bangsa Indonesia sebaqei bagian dalam kehj.dupan

bangsa-bangsa di dunits, jpias telah berada daiam era

globalisasi itu. Kehidupan masyarakat dalam era qlobalisa-

k omun i k a-si yang sangat dikenal dengan abad informasi dan

si tidak dapat dipisahkan dari keterlibettsn jurna j.istik

dalam kehidupan saat ini. l.lehadiran informasi telah menja-

di kebutuhan manusia yang sangat diperlukan, Pers dengan

jrunalistiknya merupakan salah setu unsur yang amat Fen-

tj.ng dalam penyeberen informasi,

Pada masa yang dikenal dengan abad informasi dan

komunikasi saat ini, pers mempunyai peranan yang sangat

Fenting, Llntuk itu, kehidupan Erers dan jurnalistik serta

orang-orang yang mengolah media massa baik cetak maupun

elektronik sebagai media penyebar informasi kepada masya-

rakat sangat dituntut kemapanannya dan keperofesionalan-

nya. Sosok wartawan yang profesional sangat dihutuhkan

karena tuntutan kegiatan wartawan yang semakj,n komplel.,s

yang tidak hanya mencari dan mengolah bprita tetapi harus

mampu puia menguasai segala macam peraiatan eiektronil,,,

komputer ! kamera foto, kamera video dao sebeeainyts,

Untul, ketrentingan i,.eprofesiooalan wartawan, pengeta-

huan dan keterampilan jurnalistik itu harus ditumbuhkem-

bangkan. l,lartawan yang hanya menqanddlkan bakat alts,n saja

etau hanya mengandalkan pengal aman saja akan membuat ia

tertinqgai kalau tidak dikembangkan secara baik. Dengan
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demikian Hartawan pada masa era giobalisasi saat ini harus

tetap meningkatkan pengetahuan dan wa!.rasan serta selalu

mengasah keterampilan jurnalistiknya dengan banyak membaca

buku-buku atau mengikuti pelatihan-pelatihan atau lokakar-

ya, baik yang dilakukan oleh Persatuan [.lartawan indonegiia

(PtlI ), atau yang dilaksanakan Departemen Fenerangan atau

lembaga jurnai istik yang ada setrara nasional .

Buku ini akan mengurail,an berhagai pengetahuan dan

keterampilan jurnaiistik yang sangat berguna bagi para

wartawan, wartalran pemula! calon Hartawanr para mahasiswa

dan peiajar yang berkeinginan hidup daiam dunia jurnaiig-

tik. Materi-materi yang disajikan juga bermanfaat bagi

mereka yang berkeinginan meningkatkan apresiasi jurnal.is-

tiknya.

Pada bab II buku ini dibicarakan tentang jurnalistik,

pers dan k,omunikasi. Pengertian jurnaiistik yang titd

gunakan sektsrang ternyata beraeral dari surat kabar tulisan

tangan pada masa kejayaan bangsa Romarai yang disebut de-

ngan acta diurna. Acta diurna ini me,muat peraturan-

peraturan yang dibuat para senator dan Informasi penting

yang dibutuhkan masyarakat, Dari kosa kata diurna ini

diduga munculnya kosa kata jclurnal , do jour, jurnee di

Eropa ( Inggris dan Perancis) untuk pengertian berita

Sehar-i-hari yang dimuat dalam lembaran tercetak. Grang

yang mengol ahnya disebut pula dengan journalist. Dan bagi

kita di Indonesia, dari kosa kata itu muncul istilah

jurnalistik. Sedangkan isti lah persi ternyata bera'^,ai pu.Ia

J
l-...,r :,
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dari perkataan Inggris press yeng berarti cetakan' tetaPi

istilah pers sekarang sudah herkembang yakni meliputi

suratkabar, majalah, radio, t-eiewisi bahkan fi. 1m (duIu

pernah .:da film menyajikBn berita d j.kenal dengan movie

neurs), Jadi pers yanq disamakan seja dengan jurnalistik

crleh banyak orang mestinya haruslah dibedakan. Pers berbe-

da sekati dengan jurnalistik waiaupun keduanya berkaitan

sangat erat sekali. Hubungan pers, jurnalisti.k dan komu-

nikasi serta perbedaannya diuraikan dalam bab ini.

Pade bab I I I dibicarakan sel ayang Fandang perktm-

bangan pers terutama perkembangan persuratkabaran di dunj.a

dan di Indonesia. Bab ini secara herllrutan mengupas (a)

sepintas perkembangan suratkabar duni.a; (b) Perkembangan

surat kaber di Indonesia pada masa penjajahan Belanda; (c)

perkembangan suratkabar fndonesia pada masa penjajahan

Jepang; (d) perkembangan suratkabar Indonesia pada masa

tahun 1945-195O; (e) perkembangan suratkabar Indonesia

pada masts tahun 195Q-1959 i ( f ) perkembanqan suratkabar

Indonesia pada masa tahun 196O-1955; dan (q) perkembangan

suratkahar Indonesia masa tahun 1965-sekarang. Dalam

sejarah perkembangan pers di Indonesiar pers pada getiap

masa perkembangan itu mempunyai Feran yang berbeda-beda.

Pada bab IV, dibicarakan seiul'-beluk yang berhubungan

dengan Fers itu. Beberapa hal yang paling Pekot dibicara-

kan adalah teori pers yang berkembang di dunia seperti

yang dikemLrkakan Fred S. Siehert, Theodore Peterson,

Nilbur Schramm denqan empat teo-i persnya' Seiain itu juga



dibicarakan Undang-undanEl Pokok Pers, kode

tik. Ha1-hal lain yanE berhubungan dengan

dibicarakan dalau bab ini.

etik jurnalis-
pers j uEla akan
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BAB II

JI-R ALISTIK, PEFIS mN K(]t{l-ffitl KASI

A. Pengertian Jurnalistik

Harus diakui bahtra salah satu dampak kemajuan ilmu

pengetahuan dan tel,.noloSi (iptek) adaiah terjadinya globa-

lisasi kehidutran manusia di bumi ini. HaI ini gecara har-

fiah dapat diartikan bahwa bangsa-bangse di dunia sudah

bprada dalam satu kehidutran yang tidak mungkin lagi dibat-

asi dengan dinding-dincring yang mungkin memisahkan kehidu-

pan masing-masing hangsa tersphut, Arus infor-masi yang

dahsyat berkat perangkat yang dihasilkan iFtek tadi memak-

sa setiaF bangsa hidup dalam era glohaii.sasi dunia itu.

Peristiaa yang terjadi di benua atau bumi bplahan

Barat pada detik itu ateu beberapa menit E;etelah itu akan

dapat disaksikan di kamar tidur oranq-orang di benua atau

bumi belahan Timur, Demikian juga hal semacam itu terjadi

sebaliknya dengan peristiwa yang terjadi di benua atau bu-

mi belahan Timur dapat disaksikan saat itu juga atau be-

berapa menit setelah itu oleh orang-orang yanq berada di

benua atau humi belahan Barat, Karena itulah pada era

globalisasi. ini disebut juga dengan abad informasi. Siapa

yang menguasai informasi maka merel,.alah yang akan dahulu

menguasai kehidupan atau menguasai dunia, Dahsyatnya arus

informasi di ataE' dun j,a ini r E;alah satunya adalah andil

kemajuan jurnal istik yang didukung oleh hasil kemajuan il-

mu pengetahuan dan teknoloqi saat ini. Artinya, dalam ke-
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hidupan masyarakat yang modern saat inii Feranan ;urnaiis-

tik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi.

Kita yakin masyarakat modern tidak akan daFat hidup dengan

sempurna tanpa mendatratkan sugLrhan jurnalistik tentang

informasi-informasi yang dikemasnya,

Apakah yang dimaksud dengan jurnalistik itu? Untuk

memudahkan pemahaman kita tentang pengertian jurnalistik

ada baiknya kita tinjau Iebih dahuiu asal-muasal kata

jurnali.stik itu. Dja'far H. Assegaff (1991 :9) menjelaskan

bahBa dari sudut asal-usuI kata maka kata jurnaiistik dB-

Fat ditelusurj. pada zaman kejayaan bangsa Roma',.ri tentang

asal-usul surat kabar yang disebut dengan acta diurna.

Pada zaman itu, para senator Romawi teiah rDulai menuliskan

peraturan-peraturan yang mereka buat pada lemhar-an-IEfmbar-

an dan menempatkannya pada tempat-tempat yang mudah diii-

hat dan d j.baca masyarakat umum, Lembaran-lemharan yang

berisi peraturan-peraturan yang di.buat oleh para senator

ini disebut dengan acta diurna. Isi atau materi yang

terdapat dalam Iembaran acta diurna disebut puia dengan

diurna. Tempat-tempat Femasangan lembaran itu disebut Fula

dengan Forunr Roaanulll. Istilah acta diurna ini merupai,.an

istilah yang dimiliki dan dirnas;yaral,.atkan Juiius Caesar

dalam Forum Romanum (Yanuar Abdullah, L997:i7\.

Dengan denikian. kata jurnalistik yang di.gunakan

sekaranq diduga berasal dari perkataan acta diurna yang

berke0rbang pada zaman Romawi, Untuk trengertian herita dan

kejadian sehari-hari yang termuat dalam lembaran tercetak



di Eropa (Inggris dan Perancis) berkembanq istiiah Jour-

nal, Do jour, dan jurnee. Untuk oranq-orang yang mengolah

berita Eehari-hari yang dimuat untuk Iembaran tprcetak j.tu

dj.sebut pula dengan journalist. Istiiah journalist adalah

istilah yang berasal dari istilah journal. jurnee yang

bersumber dari istiiah Julius Caesar tentang acta diurna

dalam foruo Roanuo di Romawi. Dari istilah journatist

ini, di Indonesia berkembang istilah jurnalisti.k untuk ke-

giatan yang sama.

Untuk memahami pengertian jurnalistik adB baii,.nya di-

kemukakan definisi jurnalistik itu menurut beberapa pakar,

Adinegoro (dalam Yurnaldi, L992t17\ mengemukakan bahwa

jurnalistik diartikan sebagai macam kepandaian mengarang

yang Fada pokoknya untuk memberi perkaLraran pada oasyara-

kat dengan seluas-iua5nya, Dja' far H, Assegaf ( 1991:11 )

menafsirkan jurnalj.stik dalarn kaitan dengan dunia modern

yakni kegiatan untuk menyampaikan pesan/berita kepada

khatayak ramai/massa mplalui saluran media, entah media

tadi tercetak atau media elektronik seperti radio, tele-

vi.si dan film, Sumanang. S.H. dan Drs. t'l.O. Palapa dalam

M. Eko Supriyono i dkk ( l99Or? ) memberi pengertian yang

berbeda tentang jurnalistik, Menurut Sumanang S.H. jurna-

Iistjk adalah segala gesLlatu yanq menyangkut kenartaulanan.

Drs. i'l ,O. Faiapa meneqaskan bah'aa jLrrnalistik iaiah selah
satu bentuk publ ikasi/komunikasi yang menyampaikan berita

tentang peristiwa sehari-hari yang umum dan aktual denqan

secepat-cepatnya. FX. Koesworo, dkk (i994t 1) dengan sing-
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kat menyebut jurnal istik sebagai suatu kegiaten untuk

menyiapkan, mengedi t dan menulis bagi penprbitan seFerti

surat kabar, majalah atau medits massa cetak lainnya. Dalarn

Undang-undang Pokok Pers Indonesia kata jurnalistik dike-

nal padanannya ciengan ke}lartawanan . Kewartawanan ada 1ah

kegiatan. usaha yang sah yang berhubunqan dengan pengumpu-

lan, pengolahan dan penyiaran beri.ta dalam bentuk berita,

ulaqan, gambar dan sebagainya dal.am bidang komunikasi

massa. Richard l^reiner dalam Ana Nandya Abrar (1995:47)

menyebbut jurnalisme sebagai keseluruhan proses pengumpu-

lan fakte, penuli.san, penyuntingan dan penyi.aran berita,
Definisi-definisi jurnalistik yanq dikemukakan dj

atas ternyata saling melengkapi untuk pengertian jurnalis-

tik itu. Dapat disimpulkan bahwa jurnaljstik itu pada

intinya adalah kegiatan mpngkomunikasikan informasi/berita

yang aktual kepada masyBrakat melalui media massa secepat-

cepatnya, Bertolak dari pengertian itu ada beberapa hal

yang perlu dipahami, Pertara, jurnaljstik jtu merupakan

proses/kegiatan peng r. omun i k as j. an informasi,/berita, Kegia-

tan ini mulai dari mencari. mengumpulkan, mengolah, menu-

lis dan mengedit irlformasi atau berita itu $enjadi berita

yang aktual . Xedua, hasil olahan informasi yang aktual itu

bisa ber!.,ujud berita langsung, reportase, feuttrre atau
opini. Ketiga, informasi yanq telah djoiah itu disiarkan

secaFat-ceFatnya melalui media massa Eepprti surat kabar.

majalah, televisi atau fi1rn,

Tiga astrek yang dikecrukakan d:. atas daFat memperjelas
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Fengertian kita tentang jurnaiistik dan sekaligus dapat

menunjukkan kE,giatan yang tidak termasuk kp daiam kegiatan
jurnaljstik. KaIau ada seseorang yang mencari informasi

menqolahnya untuk dijadikan buku, makalah, Iaporan

peneiitian bukan untuk dimuat di medj.a massa, hal itu

bukanlah jurnalistjk karena jelas sekatj tidak meliputi

aspek kedua atau ketiga di atas. Demikian juqa contoh Iain
yaitu seseorang yang mentrari infarmasi. di sebuah universi-

tas dan mengolahnys dalam bentuk surat_ dan dikirimkan
kepada seoranq calon mahasishla yanq memhutuhkan informasi

universitas tersebut, kegiatan itu bukanl.ah kegiatan
jurnalis+.ik. Hal ini disebabkan kegiatan itu tidak melipu_

ti aspek kedua dan Letiga.

Hal di atas baru memperlihatkan kegiatan yang tidak
termasuk jurnalisti.k karena tidsk memiliki .spek kecjua dan

ketiga, Untuk memeperjelas pemahaman kita tentang jurna_

Iisti.k akan dikemukakan contoh kegiatan yang tidak dikate_
gclrikan sebagai jurnaiistik karena tidak memiliki aspek

ketiga $aiaupun aspek pertama dan kedua telah dimilikinya.

Seoranq t+artauran yang telah mencari berita, mengumpulkan,

mengelah dan menuljskannya serta teiah mengedit dalam

bentuk berita suatu kejad j.an kebakartsn komplpks trerumahan

yang cukup luas kemudjan berita itu hanya dikirimkan untuk

orang tuanya di kampunq, kegiatan yanq semacam ini juqa

bukaniah kegi.atan jurnaiistik. Hat demikian tidaklah
jurnai istik walaupun telah meliputi aspek pertama dan

kedua namun aspek ketiga yakni informasi itu disampaikan

10



di media massa belumlah dimil ikinla.

B. Jurnalistik, Pers dan (munikas;i

1. Jurnalistik dan Pers

DaIam pembicaraan jurnalistj.k atau ketika membicara-

kan pers, serinqkali. antai-a jurnalistik dan pere disemaktsn

sarja pengertiannya. Pada dasiarnya antara jurnalistil,. dan

perS me'mpunyai perbedaan walaupun jurnalistik itu berkai-

tan erat spkali dpngan pers. Barangkali karena adanya ke-

terkaitan antara jurnalj.stik dengan pers j.tulah yang me-

nyebabkan orang menyamakan saja jurnalistik dengan pers,

lJntuk itu mari kita telaah kedua istilah itu,

Pengertj.an jurnalistik sudah jelas sekali yakni se_

bagai kegiatan mengkomunikasikan informasi (berita yang

aktual ) kepada masyarakat meltslui media massa secepat-ce-

patnya. Jurnalistik ini sudtsh dijelaskan secara Iengl..ap

pada bagian terdahulu, karena itu tidak mungkin diterang-

kan lebih Iuas kembali di sini.

Jurnalistik pada dasarnya berkaitan erat de,ngan pers.

namun jurnalistik berbeda sekali dengan pers itu. Soendoro

(daIam Christianto Hibisono, I991 ) mengemukakan pers dalan

arti sempit dan pers dalam arit Iuas, pers dalam arti sem-

pit hanya digolongkan sebagai. produk penerbitan yang me-

lel.ati proses percetakan seperti sltratkabar, mijaiah, bu-

Ietin dan sebagainya. Pers dalam arti luas adalah meliputi

peibagai media massa baik suratkabar, majaiah maupun ra-

dio. televisi atau pun fi 1m. Namun asal-usui kata Erers
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yang kita sebut sekarang berawal dari bahasa inggris press

yang di.pin jam pula oieh inggris dari kata pre:ies yang

berarti tekanan, jepitan atau pipi tan. Kata press pada

mulanya dimaksudkan untuk menyebut mesin cetak namun kemu-

dian berkembanq seperti pengertian dalam arti luas terse-

but (Yanuar AbdulIah. i99?ti7l.

Dengan demikian sangat jelas sei,.aI i perbedaan penger-

tian jurnalistik dengan pers j.tu, Jurnalistik adalah

bentuk komuni.kasinya, hentuk kegia+.annyar dan bentuk

isinya, sedangkan Fers adalah media tempat jurnalistik itu

disaluri,.an, Kal.au jurnaiistik adalah hasil kegiatan pengo-

Iahan informasi yang akan disampaikan berupa berita.

reportase, feuture, opini, maka pers itu adalah guratka-

barnyar atau majalahnyts atau radionya atau televisi.nya.

Jadi pers adalah medianya sedang jurnalistik adal.ah kegia-

tan atau bentuk isinya yang ada pada pers tersebut.

Darj. sudut sejarah depet dijeiaskan bahvra jurnalistik

yang berasal dari kata journal berarti berita harian'

berita atau warta sehari itu termuat dalam lembaran yang

tercetak, jauh lebih dahulu muncul dibanding pers dan

komunikasi sebaqai bagian keiimuan walaupun kegiattsn

komunil..asi itu telah ada se;ak jauh sebelumnya. Oleh ka-

rena kemajuan teknologi denqan ditemukannya percetakan

suratkabar dengan sistem silinder maka istilah pers mun-

cul. Istilah jurnalistil. Ialu disamakan saja denqan Fers

Fadahal keduanya berbeda. Sekara.-)g timhul lagi istilah

baru yanq umum dipergunal,.a.r yakni komuni.kasi.

12



Kernudian dengan munculnya mediB massa sek j.tar aula1

abad dua puluh seperti radio. bahkan trernah berita film

(movie ner.rs ) dan televisi mak'a istiiah jurnaiistik berkem-

bang dari bentuk tretaktsrl men-iadi bentuk cetakan dan

elektronik. Untuk radio, berita film' dan televisi itu

dikenal denqan jurnali.stik elektronik. Namun sekarang

dikenal saje dengan jurnai ist j.k yang nel ingt'upi baik

cetakan mauFun elpktronik, Dari sudut Fers' dikenal trula

dengan media massa cetak dan media massa elektronik.

2- Konunikasi

Apakah jurnalistik dan pers itu berbeda denqan komu-

nikasi? Jawabnya tentulah tidak berbeda. Ketika kita kita

rDembicarakan jurnalistik dan Pers sebenarnya kita sedang

berada di tengah-tengah pembicaraan komunikasi itu. Jadi'

jurnal istik sebagai bentuk komunikasi massa dan pers

sebagai media massa adalah bagian pembicaraan komun-ikasi

itu.

Sebelum kita membicarakan komunikasi dalam hubungan-

nya dengan jrrrnalistik dan pers, ada baiknya iebih dahulu

kita biEarakan pengertian komunikasi, (ata kcmLrnikasi yang

berkembang sekarang beraeal dari bahasa Inggris con trnica-

tion yang dipinjam dari kosa kata bahasa Iatin yakni kosa

kata comunicatio yanq berarti sama atau dari kosa kata-

kom.rnicare y an I

Yurnald j.. 1992;1-l

berati iTlen jadikan sama ( isnawijaya cialam

dan Yanuar Atrcirrl l ah 11992t74\.



Lalu apa sebenarnya komunikasi itu? pengertian yang

sangat umum tentang komunikasi adaieh proses penyampaian

pesan (megsage) dari. sumber (Lomunikator) dengan mernakai

alat (rnedia) tertentu kepada penerj.ma pesan (komunit.an).

Gnong Uchjana Effendi dalam Yurnaldi (1992r14) menjelaskan

komunikasi sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh

geseorang kepada orang lai.n untuk memberi. tahui,an atau

untuk mengubah sikap, pendapat atau pprilaku baik langsLrng

secara lisan maupun tidak iangsung melalui media.

Dari pengertian di atas, sebenarnya dapat dikatakan

bahtaa setiap orang tidak lepas dari komunikasi. dalam

menjalankan fungsi.nya sebagai makhluk sosial, manusia

berinterraksi meialui kumunikasi. Jika kita renungkan mai.a

sebaqian besar waktu bangun manusia itu dilalui dengan

berkomunikasi baik berkomunikasi denqan diri sendiri

maupun berkomunikasi dengan oranq lain dengan berbagai

c ara dan media yang digunakan.

komunikasi lebih IuasUntuk memahami I agi perlu kita

komun i kasi dan

efek

dari segi bentuk komunikasi,

komunikasi i tu. Ketiga aspek

dalam tabel berikut ini,

media

itu dapat kita Iihat
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Xoarnitasi dilihat dari asp€k bentuk, redia dan efeknya

Bentuk komunikasi Pled i a komunika=i Efek liornunikesi

H Komunikasi Per-
sona I
1. Komun i k asi

antar perso-
na I

2. Komun i k asi
dPngan diri
sendiri

B Komunikasi Ke-
I ompok
1. Ku 1i ah
2, Coac hing
3. Briet ing
4, Ceramah
5. Pertemuan
6. Rapat, kon-

ferens i
7. Di skusi ,
L Kong res, d l l.

Konunikasi Mas-
5a

D. Komuni.kasi Ni r-
MA SSA

Med
1.
2.
3.
4.
5,
6.

ia Umum
surat
telegrap
te I epon
telek
Faksimi ie
Pager, d I I

B Media Tatap
muka

c Media Massa
1 . SLrratkabar
2. l'1a-i a 1ah
3, Radio
4. Teievi.si
5. Fi 1m

D Media Ni rmasa
1. llain ren-

tang./sPanduk
2, Poster
5. Pamf I et
4. Papan Pengu

muman, d1l,

1

2

4

Kognjtif
Afekti.f
Tingkah l aku

/perbuatan
Perscnal opi -
ni
Pubi ik opini5

6 Opini mayo-
ri.tas
Opin i unum

Bentuk komunikas;i antar personai adaiah bentuk komu-

nikasi antara komunikator dengan komunikan lainnya bersi-

fat dialog. Bentuk komunikasi antar personai ini jeias

sangat efektif untuk mengubah sikap, pendapat atau perila-

ku geeeorang karena komunikator dapat mengetahr-ri langgapan

kornunikan secara iangsung, Dalam kcrmunikasi antar Fersen-
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al,komunikator dapat mengetahui diri komunikan lebih Ieng-

kaP.

Bentuk komunikasi kelompok adalah komunikas,i yang

terjadi dengan sejumlah komunikan. 0aIam bentuk komunikasii

kelompok pada umumnya dapat dilaksanakan dengan menqguna-

kan media tatap muka karena antara komunikatcrr dengan

sejumlah komunikannya berada pada situtssi yang saling ber-

had a pan .

Bentuk komunikasi massa adalah komunikasi yang proses

penyampaian pesan disalurkan (menqgunakan ) media massa

seperti radio, televisi, surat kabar, majalah atau fiIm,

Dalam komunikasi jenis ini, komunikannya herjumiah besar

dan menyebar,

Akhir-akhir L n .r. dalam perkembanqan komunikasi kita

komunikasi nirmassa, Bentuk komunika-mengenal pula bentuk

si nirmassa mempunyaj. perbedaan dengan bentuk komunikasi

rnassa. salah setu pembeda utama adalah komunikasi ni.rmassa

berlangsung melalui media nj.rmassa seperti kain rentang

(sptsnduk) r papan pengumuman, poster, dan sebaginyar e€-

dangkan komunikasi maE'sa berlangsunq melalui media massa,

Untuk mewujudkan tujuan komunj.kasi, empat media

komunikasi yang ada --media umum, media tatap mukat media

massa dan media nirmassa-- jeiaslah saling memiliki kele-

mahan dan keunqgulan. Jadi, ieempat media komunikasi itu

sebenarnya saI ing melengl,api untuk mewujudkan tujuan

komunikasi yang sempurna. Flisalnya. untuk memasyarakatkan

program Keluarga berencana ((B) di Indonesia tidak hanya
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D6/e/r; - & o)
K/

C/o.7uS
EKm /

'*&lengl,.ap dengan rnenggunakan media iatap muka yang teiah

di lakukan oleh para dokter. bidan, BKKtsN, tetapi magiih

periu dimasyarakatkan dengan mediB rnassa seperti suratka-

bar. radio atau televisi dan juga dengan menggunakan media

nirmassa melal.uj spanduk-spanduk, paFan pengumuman dan

sebagainya,

Sajian di. atas sudah cukup untuk melrhat sepjntas

tentang komunikasi. Saat ini. komunikasi sebaga-i. suatu ilmu

sudah herkembang pesat seiring dengan pesatnya perkembang-

an tsiet-aI6t komunikasi dan berjringan dengan munculnya

kesadaran akan pentingnya arti informasi dan komunikasi

itu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyadarkan

manusia bahwa informasi yang diemban oleh komunj.kasi

semakin sangat penting. Penguasaan informasi yang cepat

akan memhuat orang menang dalam persaingan kehidupan,

Karena ituiah manusia dj sudut manapun hidup di. dunia ini

akan helr-rin lengkap kehidupannya tanpa mermiliki informasi,

Tentu, tepatlah para pakar menyebut bahwa kita teiah merna-

suki abad yang disebutnya dengan abad informasi dan kcmu-

nikasi.

Akhirnya, hal yang sangat penting disadari adalah

jurnal.istik itu merupakan salah satu bagian dalam ruang

l ingkutr komunixasi . Jurnal istik adal ah be,ntui,. komun j.kasi

magsa. pembicaraan jurnalistik merupakan bagian pembitra-

raan komunikasi itu.

!,t



c Kosrni&,asi llassa dan lledia ltassa

bJalaupun komunikasi massa gudah di. jelaskan pada ba-

terdahu I u,

dalam lagi

namun untuk memahami komunikasi massa Ie-9.I. an

tii h akan dij el askan iehih

massa, Untuk lebih

I an jut da I am hutlung-

annya dengan media

beri. kut ini

mengenal ko.nunikasi

ma55a, akan kita -ielaskan enam Eiri penancia

komunikasi massa itu seperti yang ciikemurkakan isnaFrijaya

dalam Yurna I d i (1992:17),

Ciri-ciri lo*rnikasi erassa

Pertaea, komunikator adai 3h lembaqa atau kelomPok

(organisasi ) yang teratur, Salah satu penanda komuniLasi

massa adalah komunikator atau sumber pengirim pesan meru-

pakan Iembaga atau kelompok (organisasi ) yang teratur.

Dengan demikian jeias komunikator dalam komunikasi massa

bukan I ah ortsng perorang .

Kedua, pesannya bersifat umum, E j.ri kedua penanda

komunikasi massa itu adalah pesannya yang bersifat umum

dan ditujukan kepada siapa saja cian boleh diketahui aleh

siapa saja. Ar-tinya. ppsan i-ang diBampaikan ttdak ada

memiliki rahasia baqi siapa pun, Hai ini jelas berbeda

sekali dengan pesan yang ada pada komunikasi oersonal atau

pesan pBda komunikasi kelompok, Pesan pada l,.omunikasi

personal, -- misalnya melal.ui surat/telepon-- jelas hanya

ditujukan pada pribadi tertentu hukan untuk diketahui

massa. Demikian juga pesan pada komunikasi kelompok hanya

ditujukan sebatas angqota kelcrnpok yang sedang berkomuni-
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kasi.

Xetiga, trenyebaran pesan bersi.f at sE,rentak. Ciri

ketiga komunikasi massa adalah Eresan yang disampaikan

disebarkan secara serentak kepada komunikan-komunikan yang

dituju. Dengan demikian jejas sekali bahwa dalam komunika-

si massa pesan disebarkan secara ser-entak seperti dengan

mengEunakan mpdia suratkabar atau majalah atau Ieb:.h-lE,bih

menggunakan radio dan teievisj yang bisa diterr,.na serentak

oleh i{omunikan-komunikan yang be,rada pada tempat yang

berbeda pade saat yang sama atau harnpir bersemaan.

Xee*pat, l,.omunikannya t j.dak saling mengenal dan

heterogen, Ciri keempat ini akan menjelaskan Iagi tentang

komunikasi massa yakni kcmunikannya tidak saiing mengenal

dan heteroqen. KaIau kita bandingkan yang terjadi antara

buruh perusahaan dengan pimpinan perusahaan, +,entu hat

yang semacam itu br-rkanl ah bentuk komunikassj massa karena

komunikannya (buruh tadi. ) adal.ah kelompol.. yanq homoqen

bahkan saling mengenal. Komunjkasi pada rapat-rapat ter-

tentu, kongres, musyawarah dan sebagainya tentu bukanlah

komunikasi massa rne jainkan komunikasi kelompok karena par-a

komunikannya adelah homogen dan bahkan saling mengenal dan

berada pada tempat/ruangan yanq sama,

Kelira, bal j.kannya tertunda, Ciri kei ima komunikasi

massa ini adal ah tral i.l,.annya etau tangEapan yanq diberikan

oleh l..omunikan tidal,. daFat secara ianqsung diter:.rna

keflbal i oleh komunikator-. (aIau k j.ta band j.ngkan dengan

l,.omunika=i kelompok seFerti ceramah, musyaL.Jarah, jeias

1,9



sekali pada komunjkasi kelomFrok j.ni, baiikan atau tangga-
pan komunikan dapat dipantau dan diketahui secara langsung

oleh komunikator, namun tidak sppertr demikian halnya

dengan k omr-rn i k as i maEi,sa.

Keenae, Bedia yanq digunakan adaiah rredia massa. Ciri

keenam ini. semakin jelas perbedaan komunikasi massa dengan

komunikasi personal atau komunikasi kelompok atau dengan

komunikasi nirmassa yak,nj. rnedia yang diqunakan adalah

media maEi,sa. lJedia masEits itu adajah suratkabar, lI]ajaIah,

radio, televisi,

Demikianlah enam c j.ri penanda komunikasi massa yang

di.harapkan dapat memperluas pengertian kita tentanq bentuk

komuni kasi massa tersebut .

Pada ciri keenam komunj.kasi massa, media yang diguna-

kan dalam berl,.omunikasi. adalah media massa. LaLu media

bentuk atra yang dapat disebut sebagai media massa itu?

ApaLah teIeEon, telegram. faksimile juga disebut sebagai

media massa? Untuk itu berikut ini dikemukakan ciri-ciri

penaoda meciia massa be;-toiak dari pendapat Dja' f ar- H.

Assegaff (1991;11),

Ciri-ciri cdia BaEisa

Perteaa, komunikas.i yang terjadi dalam media massa

bersjfat komunikasi searah, Cir j. pertanra ini menunjukkan

bahwa komunikasi antara komunikator deogan koriuiit.annya

adalah satu arah saja dari komunit.atornya. Komunii..annya

tidak dapat rnemherikan tangqapan Iangsung pada saat itu

kepada komunikatornya. Tanya jawab atau dialog langsung

20



daiam rnedia massa tidak dapat diiakukan, l-eniu saja kaiau

komunikan ingin rnemberj.kaB tanggapan tentang pesan yang

dis;ampBikan komunikaior harusiah dj.undur- cian di=ampaikan

melalui media komunikasi iain -- mi.salnya surat. telepon--

kepada komunikator.

Xedua r Media massa menyajikan ranqkaian atau aneka

Filihan materi yang iuas, bervariasi. Ciri kedua ini me-

nunjukkan bahwa pesan yang ada dalam media massa itu me-

nyaji.kan rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas bagi

khalayak atau para komunikannya. Artinyar media massa

seialu memuat materi-materi yang bervariasi yang bisa

dipj.iih sesuai dengan kebutuhan komunikannys. Untuk itu

para komunikatornya atau pengelola media massa itu selalu

merancang materi-materi yang bervari.asi itu,

Ketiga. media massa dapat menjangkau sejumlah besar

khalayak, Ci.ri yang ketiqa penanda media massa ini adalah

komunikan yang dicapainya sejumltsh besar kha.l.ayak yang

menyebar. Kalau kita bandingkan dengan media lai.n --seper-

ti media tatap muke-- jelas sekali bahwa pada media tatap

muka komunikannya hanyalah kelompok tprtentu dan berada

pada tempat yang sama sedangkan media massa komunikannya

sejumlah besar khalayak dan bahkan menyebar, (omunikan

y€ng seperti iniiah yang bi.sa dicapai ol.eh media massa

seperti mpdia komunikasi radio. televisi. suratkabar atau

majalah.

Keempat, media massa menyajikan matpri yang dapat

mencapai tingkat intelel.. ratts-ra-.a. Ciri keernFiat penanda

?r



medie massa ini adalah bahna ppnqL,om'-rnikBsian Fesan kepada

komunikan menggunakan penyajitsn yang nlencapai tinqkat

intelek rata-rata komuniLan, Art_inya. pen./a j-itsnr-lya disam-

paikan dengan bahasa yang cocok dan bj.Ea diterima oieh

seluruh khalayak komunikan yang heteroqen tadi, penyajian-

nya adalah bersifat penyajian yang umum hingga bisa dite-

rima oleh komunikan dari kalangan bahrah sampai pada komu-

nikan kalangan atas, Dengan demikian pesan yang disajikan

dengan bahasa yang umum dapat dipahamj oleh seiuruh latri-

san intelektual baik komunikan yang inteiektuainya rendah

maupun komunj.kan yang intelel',tualnya tinggi. Oleh karena

penyajian pesan dapat mencapai t jngl.at intejektual rata-

rata berarti komunikan yang tingkat intpletualnya tinggi

atau tingkat intelektuainya rendah tidak sulit menyesuai-

kan diri dalam pemahamannya,

Kelina. media massa

masyarakat atau org an i sasi

ol eh l embaga

Ci. ri kel ima

Fenanda media massa adalah penyelenggara atau pengeiola

media massts itu lembaga masyarakat/organisasi yang teratur

dan peka terhadap permasalahan kemasyarakatan. l,iedia rnassa

dikelola oleh kelompok oranq yang teroganisj.r, karena itu

media massa ti.dak pernah dikelola oieh orang perorang.

diselenggarak.an

yanq teratur,

ItuIah lima

ciri Fenanda yanq

ciri penanda

dikemukakan

med -i a massa . Deng an i Lma

di atas diharapkan dapat

memperjpi as Fengertian

kin nyata perbedaannya

Anda tentang

dengan media

nedia massa dan sema-

komunikasi I ainnya,
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Kain rentang atau spanduk, papan Fenqur!1uman atau

troster dan sebagainya, sebagai media korrlunikasi mungkin

tidak mpmiiiki kelima ciri yang dikpmui..akan dj. atas, Saiah

satu ciri yang sangat jelas tidal,. dimilikinya adalah ciri

yang kedua yakni menyajikan rangkaian dan aneka pj. I i.han

materi yang luas atau ber-variasi, Kar-ena i.tu bentuk media

komunikasi seperti kain rentang atau spanduk, papan pengu-

muman, Foster tidak disebut sebagai rnedia massa taFi

disebut saja dengan medja nirmassa (media tidak maEisat.

D. Fungsi Pers dan Jurnalistik

Kalau kita membaca buku-buku jurnalistik atau buku-

buku yang membicarakan pers, maka kita akan menemukan

fungsi pers dan -luga menemukan fungsi jurnalistik, Kalau

kita tilik isi atau fungsi yang dijeiaskan, ternyata

pen jelasair fungsi pers pada beberapa buku sebagian besar

sama saja dengan penjelasan fungsi jurnalistik yang dite-

ranqkan pada buku-buku yang Iain. Kenyataan ini menunjuk-

kan masih adanya kel.eliruan antara istilah Fers dengan

istilah -iurnaiistii itu atau mungkin juga disebabkan oleh

masih adanya yang menqganggap bahwa pengertian pers itu

adaiah sama saja dengan pengert j.an jurnalistik,

BIeh karena Eienjei asan-penjel asan fungsi pers ytsng

ada sama saja dengan p€,njelasan-penjeiasan fungsi jurna-

listi.k, 1a1r-r istilah manakah yang lebih tepat di antara

kedua i.stilah itu? Apakah fungsi pers atau fungsi. jurna-

Iistik? Untuk rtu mari kita tihat kEmbaii penqertian
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jurna l ist ik dan pers tersebut,

Pada pembahasan sehelumnya sudah dijelaskan bahwa

jurnal istik itu tsdalah bentuk kegiatannya I bentui,, komunik-

asinyar bentuk isinya sedangkan pers adalah media temFat

jurnalistik itu disajurkan, Eiertolak dari penger-tien itu,

manakah yang tepat fungsi jurnalistik atau fungsi trersr
padahal keduanya jelas berkaitan erat, Logikanr-a bjsa saja

begini, iurnalistik itu tidak akan berfungsi apa-apa bita

tidak ada pers tempat penyaiurannya, Demikian juga seba-

Iiknya, Fprs tidak akan berarti apa-atra bila tidak ada

jurnalistik yang mengisinya, Hal ini menunjukkan kaitan

erat antara jurnalistik dengan pers tersehut, Mari kita

lihat pula dari sisii seperti ini. Apakah ketika menyebut

fungsi jurnaiistik sudah terrcakup di dalamnya fungsi pers?

Jawabnya jelas beium tentu terca(up. iapi ketit.a kita mem-

hicarakan fungsi Fers. sebenarnya yang djbicarakan itu

sudah meI iputi pembicaraan funqsi jurnal isti.k yang dieo-

bannya,

Bertolak dari Fenjelassn di atas tentu akan lebih

tepat digunakan fungsi pers saja karena di dalamnya sudah

berati membicarakan fungsi jurnal istik. HaI yang lebih

menguatkan penggunaan fungsi pers di antara dua j.stilah

atau dua konsep yang berkemhang itu adalah Undang-Undang

Pokok Pers no, 1il1956 yang sudah diubah denqan No, 42,19o7

dan diuatrh iagi dengan i\jo. 21l1982 pasal 2 ayat 3. pasal

ini berbunyi fungsi pe!-s dan tanggung jab,ab pers yakni.

dal am rangka meningkatkan Feranannya dal am pemhangLrBan.



pers berfsngei sebagai penyebar i.nf ormaEi yanq objektif,

menyalurkan asFirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan

parti:;ipasi masyarakat, serta melakukan sosiaj kontrol
yang konstruktif, Dalam hal ini perlu dikembangakan inter-
aksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

Furrgsi Per=i

Eertolak dari rumusar! ,ungsi pers yang terrnaktub

dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang pokok pers, dapat

dS.kemhangkan fungsi trers' itu sphagai herikut;

1. memberikan informasi;

2, mendi.dik i

3. menyalurkan aspirasj masyarak at i

4. membentuk pendapat umum i

5. mel akukan kontrol sosial;

o, memberikan hj buran .

Fungsi-fungsi pers i.tu dii jelask,an satu per satu berikut

1nt ,

Pertaea, fungsi pers adalah memberikan informasi.

Fungsi utama Fers adaj ah memberikan informasi kepada

komunikannya baik para pembaca bagi media massa cetak

mauFun bagi Fendengar atau pemirsa bagi media massa elek-

tronik. Pers sebagai media massa yang mengkomunikasikan

pesan-pesan kepada khalayak diharapkan mampu menqhimpun

dan menyajikan inforrnasi-informasi yanq diFer ju!.an. InJGr-

masi yang diemhan pers tersebut d j.haraFkan dapat pula

meningktstkan pengetahuan dan keterampiian masyarka+. guna

menunjang per-tumtruhan dan trerkembangan masyarakat, pers

25



yanq berusaha rBenya jikan rangkai.an dan aneka pi i than
materi yang iuas dan bervariasi itu, cialam hal ini tentu
pers telah berfungsi memberikan jnformasi kepada kha j.ayak,

Kedua, pers berfur}gsi mendidr,k, pers juga berfung=i
mendidjk Fara FembaEa. Fendengar atau pemirsanya. Banyak

pe'rmasalahan yang kadang !.aia rnLrncul merisaukan masyara_

kat. Pemberi taan melalui pers diharapkan dapat menjernih_
kan persoalan! menghilangkan kerigauan masyarakat dan

menciptakan ketenangan hidup masyarakat, Demikian juga
pemberitanan-pemberitaan pemerkosaan yang para pernerkoEia_

nyts diberikan hukuman yang cukup berat atau pemheritaan

-pemberitBan perampokan, pembunuhan, penodongan denqan
para pelaku diaditi dan diberikan hukurnan yang cukup
berat, diharapkan bisa menjadi pedoman hjdup baqi pembaca,

HaI yeng seperti ini berarti pers teiah memalnkan fungsi_
nya untuk mendidik pembaca atau pendengar/pemirsanya,

Dengan pemberitaan itu dihartspkan or-anq-orang yBng berniat
melakukan perbuatan seFerti itu bisa menyadarkannya kemba_

li untuk tidak melakukennya.

Xetiga. Pers trerfungsi menyalurkan apsirasi masyara_

Lat. Pers sebagai media komunikasi bagi masyarakat, juga

berfungsi untu,{ mernbantu menyai.urk.an apsirasi nrasyarakat.
Keinqingan-keinginan atau kehendak-kehendak maEyarak at
dapat disalurkan oleh pers. Fendapat, komentar atau t.ritik

dan saran masyardkat akan ditampung dan disajurkan oteh
pers karena memang demjl,.ian salah satu fungsi pers. Sejain
aspirasi masyarakat yaBq secara aktif datang dari rnasyara-



kat, padd dasarnya pers telah men./aiuri.dn atrsir-asi.-

aspirasi masyarakat itu sesuai dengan kepekaan para Barta-

wan. HaI ini jelas sangat banyak dii.akukan oleh pers

karena pers sadar memang itulah fungsi yanq diemhannya.

Sekedar contoh, pemberitaan jembatan putus, jalan hancur,

musibah ban ji.r dan sehagainya, pada hakekatnya diberitakan

ataEi inisiatif wartawan untuk rnemFerjuangkan asFirasi dan

tuntutan masyarakat.

Xeergat. pers bprfungsi membentuk Fenclapat umum. pers

sebaqai media komunikasi massa mempunyai fungsi dalam

merlbentuk pendapat umum. Pers memang menjalank,an funqsinya

yang sangat penting dal am trpmbentukan pendapat umum,

justru karena funsgi jnilah kehedirsn pers dalam masyara-

kat sangat diperlukan dan tidak dapat diabaikan. Beragam_

nya pendapat dalam masyarakat tentanq suatu persoalan

kemasyarakatBn, dengan pers pendapat itu dapat disatukan

menjadi pendapat umum yang diharapkan, Artinya bisa mem-

bpntuk Fendapat umum karena itulah salah satu fungsi pers.

l'r, Panggabean, ts,A, datam Drs. T, Atrnadi (L9gS:-ZZ3 men-

contohkan untuk pendirian patung liberti di Amerika, pers

dapat meyakinkan masyaral,.at Amerii..a Serikat tentang pen-

tingnya perlindungan tugu tprsebut hingqa dapat mengumpul-

kan dana untuk pendi.riannya dan sekaligus mengutrah pendi-

rian perr"raki Ian rakyat untuk kemhaii penyetujui pendirian

patung itu.

Ke'lina, fungsi pers mel akuken k.ontrol sosial . Fungsi

Fers yang juga sangat penting adalah melakukan kontrol
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sos j.ai (sosj.ai kontrol ) terhadaF permasaLahan-Fermasalahan

yanq terjadi dalam kehidupan E,ermasya.akat r bernegara dan

berbangsa. Fungsi kontrol sosj.a I ini sangat pentjnq karena

pade hakekatnya pers juga dianqgap sebagai kekuatan keem_

Pat (the fourth estate) di samping kekuatan Iainnya. Dalam

mPnjalankan fungsinya, pers dapat melakukan penyelidikan

Lrntuk mendapatkan kebenaran dan kontrol sosial demi kepen_

tingan umum .

Ke,enaD. pers berfungsi nemberikan hiburan. pers

selain berfungsi seperti yang telah dijelaskan di atas,
juga berfungsi. untuk memberikan hiburan bagi pembaca,

PendpngBr atau pemirsanya, Untuk fungsi inilah Fers me-

nyajil,.an materi seperti cerita penclek, fiksi, teka-teki

silanq, komik, karikatur dan sebagainya untuk membangkit-

kan kegairahan dan kespnangan masyarakat. Jadi, rnateri_

materi yang disajikan dalam pers juga memuat materi yang

dapat memberikan salah Eiatu ajternatif hiburan l,.epada ma-

syarakatnya sesuai dpngen fungsi yang diembannya.

Demikianlah enam funhgsi pers yang telah disiaj ii,.an di

atasr namun fungsi rtu bjsa saja dil,.pmbangl,,an sesuai

dengan cara pandang oranq yang melihatnya. Karena itulah,

orang bisa saja menambah fungsi pprs itu sebagai dokumen_

tasi ilmiah, memberikan komoditi ekonomi, dan lain-lain,

Namun yang sangat Fenting ada pnarn {ungsi Fers yang perlLr

dipahami seFertj yang te.lah dijelaskan di atas.
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BAB III
SEJARAH PERXENBfSEAilI PERS

A- Selintas Perkecbangan pers Dunia

Berdasarkan buku-huku pers yang ada dapat dikemukakan
perkembangtsn pers; dunia gecara garis besarnya untuk menam_

tlah wal.|aE'an dan pengptahuan. Asal muasal jurnaiistik dapat
dikatakan beraHal dari bentul,. acta diurna ,-ang terpasang
pada suatu ternpat yang disebut dengan Forum Romanum cjan

berkernbang di Romawi tahun lOe-44 sebe,lum masehi. Juiius
Caesar telah menyediakan suatu papan pengumuman yang ber_
guna untuk menyampaikan laporan si.ngkat rapat senat, atau
ha1-hal yang menarik perhatian umum, aktual yang berman_

faat baik begi anggota sena+. maupun bagi rnasyarakat luas,
Namlrn perkerDbangan Fers yang dalam bentuk cetakan

seperti suret kabar atau majalah sekarang, dari buku_buku
jurnalistik misalnya karangan Drs, yanuar Abdullah berju_
dul Dasar-dasar KeBartaxanan llgg?r, dimulai. sejak ditemu_
kannya mesin cetak yang Fprtama di dunia sekitar tahun
1450 oleh Johann Gut-eq6g".n di Jerman, Eagairnanapun per_

kembangan pers jelas sangat herkaitan erat sekali dengan

perkembangan masin cetak i tu.

Perl,.embangan Fers dunia muiai melanqkah untuk pertama

kal i dengan terbitnya suratkabar Avisa Relation Order

Zaitung d -i. Eropa tahun 1609 di kota hJolf enbuttel. Artinya

suratkahar yang dicetak dengan memanfaatkan mesjn cetak
ciptaan Johann Gutenbuerg terbi.t setel,ah kurang lebih 159



tahun sejak mesin tretak itu ditemukan, Eleriringan dengan

l,.otaitu terhit pula suratkabar Relation yanB dicetak di
Strassburg.

Dalam waktu yang tidak beratra lama perkembengan

suratkabar rnelaju qepat mengembBngk6n sa.I-apnya, Facja tahun

loLB di kota Amsterdam. Belanda d:'terbrtkan pula suratka-
bar Co,.rrante lti ju Italien Dui jtshbladtee oi eh Casper Van

Hitrben. Beberapa su!-atkabar yang menyusul kemudian di
Amsterdam d-iantaranya slrretkabar Tiidigte ltijn Verathy de

Orral teren yang diterbjtkan oleh Janszen.

Khusunya di Inggris, perkembangan suratkabar diawaii

dengan terbitnya suratkabar Cqrrant oJ General trlers pada

tahun 1522, Kpmudian sembilan tahun setelah itu di Feran-

cis, sekitar tahun 195i diterbitkan pula suratkabar 6a-

zette oleh Theopraste. Kemudian di Amerika terbit surat-
kabar ningguan The Boston l{ei.s letter tahun 1704.

Suratkabar yang i-prbit lebih rutin dan tpratur di
Eropa untuk pertama kali adalah Leiziger Zeitung di .Ierman

pada tahun 1560, Setelah itu, Inggris menerb.itkan pula

suratkabar hariannya bernama Daily Courant tahun 17CZ dan

Perancis menerbitkan suratkabar hariannya Jgurnal de

Paris pada rLahun !777, Sedangkan di Amerika suratkabar

harian yang terbit secara rutin dan teratur adalah pensyl -
vanin Packet tahun 1784 ,

Kalau l,.ita I ihat trerkembangan pers di Indonesia

semasa penjajahan Belanda telah terbit suratkabar berba-

hasa Belanda untuk pertama kali adaiah Bataviasche Hou-



velles en Pglitieque Ra i soNinneten t€rn di zaman Femerintdhan

Van Irnhof f tanggal 7 Agustus 1744. Kernudian E\ada zaman pe-

rnerj,ntahan Daendels terbit pula sura'Lkabar Javasrhe Cour-

ant tahun 1829 dan tahun 1B3o terbit puia suratkabar Ile

Baviasctp Kolsriale Courant.

Pada masa itu suratkabar herbahasa melayu yanq terbit

di Indonesia adalah Slmpret llel a jou di Semarang tahun

lBEO. mingguan Bintang Ti*rr di Su;-abaya '.ahr-rn 1Eo2 r SU-

ratkabar Bianglala di Jakarta tahun 1Eo7' suratkabar Pe-

lita Ketjil di Padang tahr-rn 1832 (kenudian herQantj. nama

dengan L,jarta Berita) dan suratkabar Pertja Ti:oer di Medan

tahun 19O2,

Peri,.embangan pers dunia yang Fiesat samtrai saat ini

ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknoioqi di

bidang percetakan, Perkembangan komLrnikasi semakin cepat

setelah hlilliam Euilock di Fhiladelphia menemukan perceta-

kan yang bekerja secara manual digantikan dengan Ejstem

rotasi. Tahun 1684 di Anerika Ottmar llargenthaier menemu-

kan pula sistPm linotiF,

Selain kemajuan di bidang trercetakan, perkembangan

pers juqa didukung oleh kemajuan al.at-aiat komunikasi vang

semakin canggih, Alat-aIat komunikasi itu adalah Teleg:-af

oieh Morse tahun 1937, mesin ketik oleh Chr j.stoper Shoies

di Amerika tahLrn 1Eo7. Tpjephone oleh Grahar,r tsell di Skot-

iandia tahun 1876, Radia oier Gugljelnc llarconi di it-alia

tahlrn 1895. Televisi oieh .Iohn Logie Eaird di Sko+.landia

tahun L925t Computer oleh Holnrar Aiken di Amerika tahun



1948.

Fo to CoFty

Penemuan

Oieh CheEter Carlson di Ameri.ka tahun

canggih

gemak in

alat-aIat

seper+- i faksimile, te I epon

mempercepat kemajuan pers

B. Pers l{asional ( Indonesia } Pada llasa Pernjajatran Belanda

Dalam Fembicaraan trerkembangan Fers nasictnai di buml

Indonesia maka pembicaraannya akan bErawai dari suratkebar

lledan Prijaji, Suratkabar lledan Prijaji yanq terbit di

kota Bandung merupakan Pelopor pers nasi.onal. SurEtkabar

ini tprbit pada awa.lnya tahun 19O7 sebagai rningguan dan

sejak tahun 19lQ terbj.t sebagai suratkabar harian. Jadi

pembicaraan perkembangan per-s nasional kita akan berawal

darj. ter-bitnya suratkabtsr lledarr Priiaji itu.

Sebelum kita membicarakan Fers nasionai di Indonesi.a

dan perkembangannya hingga sekarang' ada baiknya Iebih

dahulu kita lihat sppintas perkembanQan pers sebelumnya

yang ada di bumi indonesia. Sebelum suratkabar lEdan

Prijaji terbit, di bumi Indonesja sudah banYak sekali

lahirnya surstkabar-suratkaba;' lainnya, l'lunL'jlnya suratka-

har lhdan Prijaji tL-ntu juga di.pengaruhj. oieh peri'.embangan

suratkabar-suratkahar yang terbit sebelumnya, Jadi terbit-

nya suratkabar lledan Prijaji sebagai awal perkembangan

Fers nasional, sebenarnya tidak lepas dari sentuhan-

sentuhan per-kembangan pers sebelumnya karena suratkabar

liedan Prijaji bukanlah awai perkembangan suratkabar- di

bumi IBdonesia.

yang sekarane semakin

genggam cjan sebag a i nya

dun j. a samFai saat ini,
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.jadi untuk mel iha+.- perkembangan suratkabar selain

suratkabar lledan Prijaji yanq terbit di Bandunq pada masa

penjajahan BPianda' daPat Elula kita lihat beberapa surat-

kabar laLn yanq pernah terbit di Indonesia menurut Dou!'res

Dpkkerr Caheton, Rinkes. Later' Harahap dan S'11 ' Z' emer'

Drewes yang telah disusun oieh Fakar Sejarah llarwati

D-'ioened Poesponegora dan Nugrohc Notosusanto daiam bukunya

Sejarah t{asio.lal Indonesia Jilid V (19?Qa;297-SOQ) berikut

Ln]..

SI..RATXABER YNIIG DISEH''T PADA AT{AL PEITEI{FgIIEiAI'I PERS

DI Ii|IX]GGSIA

KotaNama Suratkaber
x

x
x
I

x

x

x

/.

x

I
x

x

x
x

x

/.

I

x

x

x

x

Surabaya
Surabaja
Jai,.arta
Bogor
Eandung
Serna'-anq
Padang
Padang
Kotaradj a
Pad ang
.lakar-ta
Jakarta
Bandung
Semarang
Semarang
iakarta
Jakarta
Jakarta
Bog o r-
Surakarta
Surakarta
Surakarta
Semarang
Serna rang
i'1a i ang
Pad an g

Pewarta Soerabtsj a
Kabar Pern i ag aan
Ho Po
Medan Pri ja ji
irarn d iJa r ta
Sinar Soema tra
Tj ahaj a Soemat!'a
Pemberita Atjeh
Pertja Barat
Pemberita Bet aw i
Taman Sari
Pewarta Hindi a
Bintang Fag i
Sinar Dj awa
Poetri Hindia
Soeloeh Kead i i an
Soe I oeh Penga.j ar
Tiong Hoa l,{i e Sin
Taman Pewarta
Ik Po
Dj awi Hi s',^lono
Sl ompret tleIa joe
Taman Fengaj ar
Tj ahaj a T i moer
Narta Bri ta

Ho

an eo ar ban aI s
EEEEEE



B i n', ang Pasi r
Pebra r- t a Menado
Fe!.ra r t a Borneo
Pantjaran Narta
Bentara Hindia
Sinar Matahari
Pertj a T i moer
Bendera NoI anda
Blntang Mataram
Darmo Kondo
Oetoesan Hindia
Saroe tcmo
Kaoem Hoeda
Djawa Tengah
Wasito Swara
Goentoer Be rgera k
Bromartani
Djal.li Kand a
Oetoesan Melajoe
Goeroe Desa
T-i aha j a Hindi a
Boedi Oetomo
Ai l'loenrr
Pewarta S. S,
Pewarta Pegadean
Soera Pegadean
Soelaeh Pengadi I an
Sinar Pasoendan
Bianglala (184?)
Biang I a 1a ( fB58)
Soerat Kabar Bahasa

Melajoe
Bintang T.i moe r
Matahari.
Bintang Barat
Dj oeroemar tan i
Da rmowa r si to
Retnodoemi I ah
D j a'd i Kanda
Bintang Dj ohar
Tj ahaja Siang
Felita Anda I as
Pemberita Makasar
Doenia berg era k
Medan Bergerak
Padje-iaran
l'lodjopahit
Sri Di ponegoro
Sri ilat a r am
Soeara Merdek a
Soeara Ra' j at
Soeara Bekel ai
Insul inde

Sibolqa
l1en a d o
Ban j a r-masi. n
Jaka]-ta
.lakarta
Makasar
Del i

El and un g
Sema r an g

Padang

Padang

Jakarta
Jakarta

Surat'aya
Surabaya
Jakarta
Jakarta
Surak,arta
Surakarta
Surakarta
Surakarta

Menado

Mal..asar

Surahaya

,

I

x

Y

x

x
x

x

z
x

x

x

x

x

x

x
x

I

x

x

x

/,

x
x

x
I

x
x
x
v
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Hindia Ned her I and
Pemberita Bahroe
Tjahaja India
Tjahaja i"loeiia
l^la z i er India
Tjaraka lrlo I anda
Dinihari
Peng hen tar
Primhon Soerabaj a
Sinar Terang
Bintang Be t awi
Sin Po
Nerat j a
Bintang Hincii a
Pantj i Poestax a
Matahari
Kemadjoean Hindia
Pelito
Inter Oc ean
Medan l4oPS I imin
Bintang islam
Panggoegah
Soerapati
Djaman Kaarti
Halilintar
Per sa toean
Warta Hind i a
Dunia Achirat
Pemandangan Islam
Soera Ela tak
Benih Timoer
Fantjaran Berita
Pewarta DeI i
Anda I as

Jakarta
"lakartaJakarta
Jakarta
Ban dun g
Bandung
Surabaya
Surabaya
Surak arta
Surak arta
Yokyakar ta
Suk a bumi
Garut
Pontianak
Ban j armasin
Padang
Bukittinggi
Padang Pan j an
Taru tung
Med an
I'led a n
lYed an
flPd an

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

Keterangan; 1

?

4

5

Suratl.abar
Suratkabar
Suratk,abar
Suratkabar
Surat k aba r
Sura t kabar

menuru t
mPnurut
menuru t
menu rui t
menu ru t
menuru t

Dour.res Dekker
Cabaton
Rinkes
Later
Harahap dan S, i"l , Zr+emer
Drewes

Dari daftar suratkabar-suratLabar i-ang pernah terhit

di Indonesia, ki.ta daEat menyatakan betatra tresatnya per-

kembangan pers di bumi. indonesia maga lalu, Sekarang mari

kita lihat bpberapa foto-foto suratkabar yang pernah

terbit itu yang dikumFulkan Marwati Ojoened Poesponegoro

dan Nugroho Notosusa-'1to ( 199Oa;543-344 ) ,
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sebagai pembdngkjt kestsdaran nasionai. pe.TtlhEf .f insFirasir

Eienqgugah Eita-cita dan penggelcra semanqat FerfLrangdn
menuju kemerdekaan dan kedauiatan bangse dan neqara.
i,.elahiran Eudi Oetomo Fada Ze t,!ej. 19eE di Jakarta FleruFa_

kan tonggak kebangkitan nasional dan mer-angsang ide_ide
pergerakan moder-r} untuk mencaFai kemerdekaan.

lienurut mart,ltsti Djoened poesponegoro dan Nugroho

Nctosusantc (199ea:291) menegaskan bahHa pelopor pers
nasional iajah suratkabar ltsdan prijaji yang muiai terbit
tahun 19O7 sebagai suratkabar mingguan. kemudian tahun
1910 sebagai suratkabar harjan. Sesuai denqan namenya,

sl-rr-atkahar ini meruptskan suara golongan prijaj i yang

dipimpim oleh R.i..t, Tirtoadisuryo. Hal ini jelas membukti_

kan bahwa suratkabar lledan prijaji sangat berhubungan erat
dengan kelahiraan Budi Oetomo oleh gotongan priyayi itu
juga. sehingga Feran Fers nasional dengan Budi Oetomo

saiing topang-menopang untuk menuju bangt.itnya kesadaran

nasiona I hangsa indonesia,

Keterkaitan antara pers nasional dengan organisasi_

organsisasi pergerakan nas j.onai dapat djiihat dengan

adanya kaitan tokoh-tokoh itu dengan suratkabar masa itu.
Dokter hJahidin Sudirohusodo sebagai pencetus gagasan Budi

Oetomo, sejak tahun 190l adalah juqa radaktur majalah

berkala Retncdc|e9ilah. Raden Mas Tirtohaa.isuryo sebaqaj
redaktur suratkabar lHan prijaji pada tahun 19O9 telah
membentuk Serikat dagang isla.n yang kemudian bei-nama

Serikat Isiam, R,f,i, Tirtihadj.surya selain menerbitkan
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surati,.abar- lHan Prijaji -iuqa rrenprbi lkan Eurat-l,.abar

Soeloeh Keadilan. Antara '.ahun 19LO-1912, suratkabar lledarr

Prijaji terbit dalam rnasa jayanya yang mencapai oplah yang

cukup besar pada masa itu.

Suratkabar-surtstkabar yang terbit dengan nenampiikan

taajah dan warna nasic'nai Indonesia seiain suratkabar lledatl

Prijaji cukutr banyak seteiah itu, Di swal tahun 1920 telah

tprcattst kur-ang lpbih 4OO penprbitan daiam berbagai corak

dan tersebar di seluruh Indonesia.

SuratkaEar-suratkabar yang +.ertrit setelah itu adalah

berikut ini, Pada buian Juli 1909 terbit mingguan Boelri

SaIim di Jakarta,Poetera di. ba,,rah pi.mpinan 5u l--an

Dja Endar i'lr.rda menerbitkarr pula

l'lohammad

suratkabar Perarta Ileli

pula

tokoh

tahun 191() d i

suratkabar Benih

Medan. iahun 1915 di Medan terbit

tlerdeta d.i pi mpi n

Mohammad Sami n .

oleh seclrang

Sarikat IsIam yaitu

Kemudian setelah tahun 192o-an suratkabar yang memi-

liki warna nasj.onai semakin meningkat jumiahnya. Beberapa

suratkabar yang dapat dikemukakan adalah tahun i92O terbit

pula sLrratl,,abar Sora llardika di l,.ota Bandung ' Seiain itu

suratkahar yanq terbit dr. tsandunq adalah SiP3tahoenan

tahun i923 dan Sora Ra-jat ilardika tahun 1951' Di lledan

tahun 19?B terhit trula suratkahar llatahari fndonesia dan

Sinar lleli. Tahun 1934 terbit pula majalah Panji Islan den

tahun 1955 terbi t pr-r I a Pedonran llasyarakat,

Pada tahun 195O dr Ban jarrnasin terbit suratkabar

Soeara Kaliaantan. Di kcta Palembang terbit pula suratka-
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bar Pertja Selstan ' Langtah PeFPda ' dan Obor Ratjat' Di

kota Jakarta tahun 195O terbit suratkabar Bintang Tiaoer t

dan suratkabar Peoandangen dan tahun 19f,B terbit pula

suratkabar iaeratia dan suretkabar Xebangwran ' Sedangkan

di kota Surabaya terbit suratkabar Sin Tit Po di bawah

pimpinan Lien Koen Hia seorang aktifis yanq secara tegas

mend'.rkung i'lemerdekaan indonesia ' Dl xG+'a Samarinda terbit

pula suratkabar Perasaan Kita tahun i9?8' Di Pont.ianak

tercatat FUIa suratkabar Borneo Barat Bergerak ' Demikian-

iahbeberapaSuratkabaryanggangatPentingyangdaPat

dikemukakan pada kesempatan ini ' Suratkabar dan majalah

masa itu adalah sarana komunikasi yang utama dalam meman-

tapkan kebangkitan nasionai Suna mentraPai cita-cita per-

juanqan.

t.lenurut FX, Koesworo. dl,.k . if994;B) menjelaskan bah'da

pada masa pergerakan terdapat dua Penerbitan yang terkenai

di kalangan pejuang-pejLrang politj'k nasional ' Pertama'

SuratkabarFikirsnRakjatyangter.bitdiBarrdung,dalam

suratkabar ini Ir. Soekarno banyak menya;-iLan tulisan-

tui i.san yang inenentanq Fenjajahan' (edura adaiah suratkabar

Daulat Ra'jat yang tertrit di Jakarta' Dalam suratkabar ini

pula Drs. Hq|h' Hatta hani-ak menyajikan tuiisan-tulisar:

yang menentang Penjajahan '

Setel ah Kongres PemLrda, 23 Ck tober 1923 vang

kan Sumpah Pemuda r pers atau suratkabar rnernFrunyai

daiem melrlaskan Fenyebaran ide-ide kemerdekaan '

itulah, penjajah Belanda terpak'sa meiemb;gakan

melahir-

peraDan

l.1a r en a

poirtik
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pengekBngannya, Pada pertengahan September 1951 , Eeianda

memberiakukan Perrsbreidel grdrtantie, Akhi.rnya suratkabar-

suratkabar pprgerakan rnenqhadapi ranjau pemberangusan,

i^lartawan dan Fenul is-penul is nasional hanyak yang dihukurn

oleh Femerintah kolonial Belanda, Namun haI yang sangat

ppnting adalah tanggal 1l' Desember i937 tokok-tokoh pers.

indonesia semFat mendirinan iantcr berita nasionai Antara

yang Ererper-;ln r'renyiarkar: beri ta-herita yang rBenunJang

pergerakan nasi.onal mencapai Indonesra merdeka.

C- Pers Hasional ( Indsresia! Pada llese Penjajahan Jepang

Pada tanggal B Maret 1942 berakhirlah pemerintahan

Hindia Belanda di Indonesia dan secara resmi Jepang men-

guasai Indonesia dengan penyerahan tanpa syarat oleh

Letnan ienderal H, Ter Poorten, Panglima Anqkatan Perang

Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serj.l..at di Indo-

nesia kepada tentara eksFedisi Jepang di bawah pimpi.nan

Letnan Jenderal Hiroshi llamura,

Oleh karena Jepang telah menguasai Indonesia maka

dengan sepenuhnya pula telah menguasai media kamuniLasi

seperti suratkabar, majalah. kantcrr berita. fj. 1m dan seba-

gainya, Fada masa pendudukan Jepang di Indonesia, dunia

pers dikendalikan berdasai.kan Undang-undang Pemerintah

(Osamu Seiri) No, 15 tentanq Pengawasan Badan-badan Pengu-

muman dan Penerangan dan Penilikan Pengumuman dan Peneran-

qan, Pasal 3 peraturan tersebut berbunyi: "TerIaran!

mpnerhitkan barang t jetal,.an ya|lg berhoebceng denqanFengoe-



Boeman ataoe penerdngan baik jang beroetra pener-bi tan

setiap hari. setiap meinggoe, setiaEt boel an i.!raoepopn

pener-bitan dengan tidak tertentoe r.rak toenya I ketjuaji oieh

badan-badan jang soedah mendapat -i:in,',

Sesuai dengan ppraturan itu, kenyataannya semua sl-r-

ratkahar nasicnal termasuk sur-ati<ab3. berbaha-_a Beianda

dan Cina dihentikan atau d j.mat j.kan oieh Jepanq atau haruE

mengubah ndmailya sesuai dpngan gerakan Jepang masa itu dan

diavrasi secara ketat oleh Jepang, Buian April 1?42 terbit-

lah suratkabar A,sia Raja menggantikan suratkabar Tjatraja

Tirrcer dan surakabar PeGandangarn yang tidak boleh terbit

lagi di jakarta yang dipirnpin Sukardjo HirjcrFranoto,

Suratkabar lain yang terbit menurut llarwati Djoened

Poersponegoro dan Nugroha Notosusanto dalam bul,.unya Sejarah

Nasional Indonesia .,r'iIid V (199Oa;55), sejak mesr-rknya

-leFang ke Indonesia setelah semua suratkabar yang ada di-

larang terbit adalah suratkabar Soeara AEia menggantikan

suratkabar Sera t]e*oec di Surabaya,

SeIain itu di kota Bandung tprbit pula sur-atkabar

Tjahaja menggantikan suratkabar Sipatafiffian, Kaoes lloEda

dan suratkabar Iain yang dilarang terbit. Di yokyakarta

diterbitkan pula suratkabar Sinar ttatahari mengeantikan

suratkabar llatara-. Di Kota Semarang terbit Fula suratka-

har Sinar Baru menggantikan suratkabar lre Locomtief ,

guratkebar ftatatrari, suratkabar Soeara SeEarang dao surat-

kabar Daja tlepaja yang di larang te:-bit olph .jeFang. Dec,ri-

kian juga kantor berita nasionai Antara yang tpiah didiri-
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kan tokoh-tokoih

da dulu diubah

nasiona I pada o3sa penj aj ahan BeIan-

Yashima 
'-ang 

kemudian

pers

oleh jepang

Domei,

menjadi

diubah lagi menjadi

Keadaan penerbitan dan Fremherhen'.ian suratkabar di

Indonesia masa penjajahan Jepang sebenarnya tidak iepas

dari Fertimbanqan pol j.tik Jepang di indonesia, Tindakan

j.tu juga dilaksanakan terhadaF suratkabar-suratkabar yang

terbit di daerah. Di kota Medan terbit suratkabar fita

gl.atra Shiotrrn. Di kota Padanq terbit pula suratkabar

Padang t{ippo. Di kota Tanjung Karang terbit puld suratka-

bar Laiprrng Shirrhrn. Di kota Ambon tercatat pula sur-3ika-

bar Sinar llatahari ,

Pade masa Jepang selain terbitnya suratkabar yang

diizinkan Jepang, terdapat puia siaran i. I Iegai yang dilak-

ukan oleh warJ.a'aan-wartal.ran Indonesia guna mEncapai kemer--

dekaan, (arena giaran itu dii,.etahui oleh Jepang, banyak

',lartawan yanq ditangka: oleh pemerintah koloniai Jepang.

Dengan demikian, sarana komunikasi pers tErutama suratka-

bar pada rnasa pendudukan Jepang jelas memainkan peranan

penti.ng dalam menypbarluaskan ]e.ta meningkat!.an semangat

nasionalisme rakyat Indonesia melalui tulisan-tulisan para

tokoh pergerakan nasional Indonesia. Pada masa Jepang,

pers nasionai dapat pula dikatakan berFeran sehagai pem-

bangkit kesadaran nasional, Femberi inspirasi, penggugah

cita-cita dan penggelora se'mangat perjuangan menuju kemer-

dekaan dan kedaulatan bangsa dan negara,
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D- Pers t{asisral ( IndmesiaI Pada llasa Tafnin l94E-195O

Pers nasional Indonesia se!.elah Proklanasi (e;rerde-

kaan Indonesia i7 Agustus 1945 berperan mengobai-l,.an sema-

neat FerjLrangan r-akyat indonesia mengusir para kclonial is

dengan sekutunya yang mencoba kemhaii mpngingjak-injak ke-

merdekaan yang telah dj.proklamirkan itu.

Surat-kabar Indonesia yang perl.ama terbi.t Eetei.ah

kemerdekaan t7 Agustus f945 adalah suratkabar Berita

Indonesia tanggal o September i945 di 'jakarta. Setelah itu

terbit puia suratkabar harian lhrdeka tanggal i Oktober

1945 d i pimp j.n B,H. Oiah,

Suratkabar nasional yang terbit di daerah-daerah se-

teiah pror.. I amas j. kemerdekaan adalah di Aceh su!-atkabar-

Se.angat llerdeka tanggal 1B Cktober 1945 dipimpi.n Ati

Hasjmy, dkk, Di kota llpdan terbit trula surdtkabar PesBrta

D,eli bulan September 1945 d j.pimpin l'iohammad Said, dkk,

Setelah itu menyusul terbi.tnya beberapa sura+-kabar di kota

Medan seperti suratkabar lliabar OeG|a dipimpin Abdul

l,.iahab Siregar, dkk, , i.emudian suratkabar Sinar Iteli, Bu-

nrh, Islan Berrjuang, Di kota Padang terbit pula surat

ka-har nasional yakni suratkabar Pedoraan Xita. Di Palembang

terbit suratkabar Seaatra Baroe. Di tsandung terbit pula

suratkaber Tjahaja yang kemudian menjadi suratkabar Soeara

llerdela, Di Yokyakarta terbit puia surdtkabar (edaulatan

Rakyat. sur-atkabar Nasicrnal dan d.:. SLrr-akarta terbit pul.a

suratkabar llerah Pcretitr, Lasjhar, dan Banteng.



Fada masa awal keriprdekaan, kantor berila Domei ca-

hang Su:-abaya diambil alih menjadi kanto;- tlpr-ita Indone-

sia. Suratkabar Seara Asia di Surabaya diganti namanya

menjadi suratkabar Seara Rakjat. Di Ujung Fandang ter-bit

harian Seara InddteE;ia. Di |lenado terbit pula suratkabar

llenara bulan Desember 1945 dan di Ter-nate terbit pula su-

ratkabar lhnara lbrdeke pada bulan Cktober 1945,

Selain suratkabar di atas, tremerintah Republ i.k Indo-

nesia juga menerbitkan suratkabar Soeleh lbrdeka di l.ledan

pada buian Bktober 1945 dan suratkabar llegara Barcrp di 'ia-
karta,

Pers nasional indonesia pada awal tahun I946 sejak

masuknya kembaii tentara sekutu, mengaiami kemunduran,

Sekutu memberanqus suratkabar nasional yang dikenal dengan

Pers Republikerr. Sur-atkabar Sinar Dpli di t'1edan dipaksa

Inggris menghentikan terbitannya dan srrrakabar perarta

I)eli o;engaiami nasib serupa pada bulan flaret 1946. perce-

takan Seloeh llerdeka disita oleh pasukan inggris, perce-

tak.an Oetoesan Suratra di Padang diledakkan oleh serdadu

InqgriS, Kantor Berita Indonesia di Jakarta diserbu Eerda-

du Beianda,

Pada masa Sekutu kembali menginjakkan kakinya di

Neqara Indonesia merdeka, Fers Repubiiken mendapat Lecaman

dan banyak Far-a ,r'JartaBannla i-ang dipen jaral,.an, Namun

demikian Fada masa ini masih tsds suratkabar nasional yang

masih terbit seFerti suratkahar Sulrber, peoendangan dan

Pedoaan (di Jakarta), sLrratkabar Baspada (di l.ledan ), su-
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ratkBbar Tjah:ja Padang idi Fadang), suratt.abar llptit (di

Bukit+.inggi ) suratkahar Obor Rakjat, Fikiran Rakjat,
Seara Ratjat (di Pajenrbanq ). Di kota Bandung masih tErbit
suratkahar Gelora Rakjat, l{atja perdjoeangan, Sinar Hara_
pan, Perd j oeangan Rakjat, Toejean Flakjat dan perjoel . Di

Semarang tercatat pula suratkabar- llarta fndonesiia dan

surakabar Perdo*an, pedoaan Harian, proletur (di iJjung

Pandang ) dan suratkabar Soeara peraoeda (di l,linahasa).

Kemudian guratkabar nasional yanq berqerak derni memperta-

hankan kemerdekaan Indonesia acla suratkabar lierah putih,

Soeara Rakjat (di Surabaya), suratkabar Siaran Ilaerah idi
llalang) dan suratkabar lhnara R3kjat (di Sumatera Tpngah)

dan suratkabar 6erilya Rakjat, dan Berita Gerilya (dj

Yokyakarta ) .

Menurut tlar-wati Djoened poesponegoro dan Nugroho

Notosusanto ( 1199Ob:201 ) keadaan jumlah s,ur-atkabar di

Indonesia selama Agresi Belanda I I berdasarkan laporan

unesco sarnpai Apri. I 1949 adalah Bl buah suratkabar dengan

oplahnya sek j.tar 29S.OOO eksemplar per hari dengan rata-

rata setiap suratkabar terbit antara See sampai dengan

5,OOO ekspmFlar per hari, JumIah oplah sur-atkabar ini

menurun dibanding dengan keadaan suratt,abar di Indonesia

pada akhir Desember 1948 (sebelumnya) yaitu r.ercatat lZ4

bLrah sur-atkabar dengan oplahnya sekitar 4O5.OOO eksemplar

Fer hari.
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E. Pers lLsiar.l (Indsresir! P.d. llasa t.hrn 195(F-1959

l,lembicarekan perkembangsn pers nasional Indonesia

pada masa tahun 1950-1959 perlu kita Iihat lebih dahulu

keadaan bengsa dan negara Indonesia pada ,nesa itu. Keadaan

pers nasional tentu banyak dipengaruhi oleh situasi dan

kondisi negare pada saat itu.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, n€rgare Republik Indone-

sia Serikat (RIS) resmi dihapus dan hanya eda Negara

Kesatuan Republik Indonesia yeng didasarkan pada Undang-

Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerinteh3n

masa itu adalah sistem parlementer yang berdesarkan Pada

pe,nikiran demokrasi Iiberal. Presiden dan wakil presiden

menurut UUDS 195O hanyalah jabatan konstitusional yang

pemerintBhan efksekutif berada Peda mentri dan bertanggung-

j aroab pada par lementer.

Pada masa tahun 1950 sampai dengan 195? di negara

Bepubl ik Indonesia seringkali terjadi pergantian kabinet

hingga tercatat sebanyak tujuh buah kabinet yanq memerin-

tah. Kabinet-kabinet itu adalah: (l) Kabinet Natsir (Sep-

tember lgsO--ttaret 1951 ); (2) Kabinet Sukirman (Aprit

l95l--Februari f9321 i (3) Kabinet triloPo (April L932--''

1953)i (4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1955--1955)i

( 5) Kabinet Burhanuddin HBrahaP (Agustus 1955--1,laret

1956) i (5) Kabinet Ali Sastroaoidjojo I I ( l'laret 1956-- ila-

ret L937r a dsn (7) Kabinet Djuanda (l'laret 1957--Juli

1959).
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Pada nasa ini, kehidupan pers di Indonesia

ninkan suasana dan keadaan politik yang berketnbeng

menc er -

masa liberal. Suratkabar-sura tk Bbar turut nelibatkan

delaro pertentangan h:sil-hasil Kl'tB. Selain itu pers

erBat penting pada masa itu turut melibatkan diri

perkembangan partai-partai baik di dalan parlemen

kabinet.

dalam

diri

y an9

dengen

mauPun

Kehidupan pers Pada zanan Iiberal ini memberikan

kesempatan kepada setieP individu asal memiliki uang tenPa

Bemandang golongannya dapat menerbitksn suratkebar, sraja-

lah tanpa meminta izin kePada yang berwenang. Konsekuensi

dari situasi seperti ini sudgh jelas menimbulkan perlom-

baan dslam penerbitan suratkebar. Kebebasan dalsrn mengisi

suratkabar pun seiring dengan kebebasan bagi setiaP indi-

vidu untuk menerbitkan suratkebar. Narnun kenyataannya yang

rnuncul, kebanyakan Pers nasional berada Pada posisi yeng

lbmah dibanding dengan keadagn suratkebar milik Belanda

dan Cina, Pada masa ini suratkabar Nasional yang naoPu

hidup lebih sehat sejajar dcngan suratkebar lain adalah

suratkebar tlerdetr I Pedorn drn fndqrcgir Rljr.

Ketika demokrasi liberal ini, partai-partai oPosisi

yang bereda di luer pemerintahan menggunaken suretkabarnya

untuk melemParkan rasa ketidak puasannya kePadts Pemerintah'

Sikap sinis Publik terhedap pemerinteh dibeberkan melalui

suratkabar. Pada tahun 1954' serangan -5er ang an pers oPo-

sisi terhadap pemerintah semekin meningkat, Suratkabar

fndonesia Raja merupak'an salah satu sLrretkabar yang terke-
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nal karena berita-berita skandal pertentengan mauPun

penyel ewengan .

Beberepa suratkebar yeng hidup pada masa itu dikemu-

kakan berikut ini. Suratkabar itu adalah suratkabar H.ri.tl

Rr&jrt (PXI), suratkabar Pcdoan (FSI!, suratkabar 9rluh

fndapiia (Pl{I ) dan surittkabar Ab:di (flrsyrrli } yang terbit

di Jakarta. SeIain itu di Jakerta tercatat pula suratkabar

Pr.and.ng.n , Bioteng Tir.rr , Iluta llasyarak.t r Sirr Po r Xcrrg

Po dan majalah Siesrt, llirbar fndonesia dan Strr llc€kly.

Suratkabar yang terbit di daerah adalah suratkabar D.ul.t

Rrk jrt, Terpo, trneh Airr sr,.rr lhrdet. ( di Sernarang ) e

suratkabar Xed rl.t.n Rrkjlt, Hidup (di Yokyakerta) r 5u-

retkabar Hrrien Ut..a, Surrr Rrtjltr Slrr.b.y. Poct -' (di

Surabaya),

Karena banyaknya serenqan-serangan pers oPosisi

terhadep pemerintah, pada tahun L937 di Jakarta terjadi 20

kati tindakan pemberangusan suratkabar- Tahun l95B' jum-

lah pernberangangus3n suratkabar adelah sebanyak 40 kasus

penindakan pers termasuk Penahanan beberapa wartawan su-

ratkabar, Pada ar+al tahun 1959 di Jakarta tercatat 25 5u-

ratkabar dan enam di berbagai kota mengalami pemberengus-

an oleh Penguasa Perang Tertinggi selaku pelaksana keama-

nan dan ketertiban. Kantor Berita Antara dan PIA (Perbiro

Indonesia bekas Antara) juge nengalami hal serupa'

Pemerinteh telah menetapkan beberapa ketentuan pener-

bitan pers sePerti keharusan nendaPatkan izin terbitt mem-

batasi jumleh halamen ' volume iklan delam pers Pada tang-
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gal 1 Oktober 1958. Peraturen ini telah mefl|bantu peningka-

tan ekonomi beberapa suratkabar harian milik PribuBi se-

perti suratkabar Suluh Indsrctia, Bcrita fndaresi. teruta-

me di sektor iklan yang sebelumnya dimonopoli suratkabar

Sin Po dzr (eng Po.

Pada masa tahun 1950--1959r pers berperan menggugah

kernbali kesedaran berbangsa, bertanah air, berbahasa 9atu.

Pers nasional telah ikut menghantarkan rakyat Indonesia

kembali ke dalan wedah Negara Kesatuan RePUbIik Indonesia.

F. Pers tLsiqr.l ( Indse-i.! Ped: ll:sa Tatrun l9ii9-1955

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan kematian bagi

liberalisme dan sistem Parlementer di Indonesia dan kehi-

dupan politik nasional berkembang di atas rel derrokrssi

terpimpin. Kebijakan pemerintah di bidang politik dalam

negeri menirnbulkan konflik-konflik yang tajan karena

suasana dan kondisi dalam negeri menjurus kepada Praktek-

praktek 'politik adalah panglina' . Presiden menemPuh

siasat dengan menciptakan dominasi tiga aliran keku.sean

politik; nasionalisme' 3garna dan kornunisme (disingkat de-

ngan nasakom) delem lembaga-Iembaga negara maupun organis-

asi masyarak6t. Pidato Presiden 17 Agustus 1959 yang ter-

kenal dengan Manifesto Politik ditetapkan sebagai 6BHN'

DaIarD kondisi den kebijakan negera yang sePerti di

atas meka pers nasional menjadi terpimPin dan pers mani-

pol. Tap MPRS No. lI /I'IPRS/ L96O lampiran A menggariskan

bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi
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]nassa revolusioner di seluruh Indonesia.

rakkan secsra terPimPin,

kesadaran nengenai

dan

Pers harus dige-

terus-menerus keberenc an a

sosial ismearah

Sila.

Indonesia dan Panca

Sejak tahun lg60, pemerintah mengeluarkan beberapa

peraturan tentang pers. P.|rtala, Pereturan Peperti No.

3/1950 melarang penerbitan pers dalam bahasa asing teru-

tama bahasa Cina namun kernudian diubeh hingga dua koran

Cina (Huo Chi Paol Api Revolusi dan Che Chi Pao/ Obor

Revolusi ) diizinkan terbit. Xcdua, Perraturan Peperti No.

1011960 mengharuskan penerbit pers untuk mendapatkan izin

terbit untuk mematuhi prinsip yang ditentukan di antaranya

harus mendukung manifes. fetigar Peraturan No. 2/ L967

menetapkan percetakan pers sebagai alat untuk menyebar-

luaskan l'lanipol , eerpat, Dekrit Presiden No. 6/7963

menekankan tugas pers untuk mendukung demokrasi terpimpin.

Pada masa ini jelas sekali suratkabar dan majalah

yang tictak bersedia mengikuti irama demokrasi terpimpin

tentulah harus tersingkir dan menyingkir. Persyaratan

memperoleh Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak

(SIC) diperketat oleh pemerintah. Semua suratkabar diha-

ruskan mengajukan permohonan izin itu yang diharuskan Pula

mendukung f'lanipol Usdek, Pedoman resni untuk penerbitan

suratkabar dan majalah di seluruh Indonesia dikeluarkan

pula tanggal 12 Oktober L96O.

Dalam keadaan situasi kehidupan bangsa dan negara

yeng seperti itu dan dengan peraturan itu penguasa dengen
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mudah menindak suratkabar dan ,najBlah yang tidak dise-

nanginya, maka banyak suratkBbar yang menghentikan Pener-

bitannya. Suratkabar ttrsyrrli, Abrdi menghentikan penerbi-

tannya kerena menolak keharusan ointe izin. Suratkabar

harian P:daan d.n llrs.nt.r. yang telah memenuhi izin

terbit juge dicabut SIT-nya. Setelah itu disusul pula

dengan peoberhentian penerbitan suratkebar Xcng Poz Po.-

fndcrrsiel Strr lcctly (Fx. Koes}loro' dkk, L994224 den

l'lgrl{ati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusantot

199Ob:379).

Suasans kehiduPan Pers yang seperti itu menyebabkan

bergairahnya surat k eb3r-surat k sbar PKI seperti suratkabsr

llarian Rati.tr Bint.ng Tif,rr d.n llarta Blrakti. Selain itu

PKI juge rnenerbitkan berkala Eintang ltrda r llingguan Sport t

Harian Rrtjat llinggu deft Zaren B.ru. Pada masa yang seper-

ti itu organisasi profesi wartawan yang eda di Indonesia

yakni Persatuan WartaHan Indoneasia berhasil pula ditung-

gangi oleh PKI, teroasuk juga Serikat Penerbit Suratkabar

(SPS) dan kantor Berita Indonesia.

l'lelihat situasi yang ,Bencemeskan itulah wartawan-

wartawan senior anti PKI mendirikan Badan Pendukung Sukar-

noisme (BPS) tan99€l 1 SePtember t964 di Jakarta. Pengurus

BPS itu adelah Adam Malik sebagai Ketua, B.l'1. Diah sebagai

t,lakiI Ketua, Sumantoro sebagai Ketua Harian, Junus Lubis

sebagai WakiI Ketua harian r Drs. Asnewi said sebagai

Sekretaris Uoum, Sunaryo Praxiroadinata sebagai Bendahara,

Sugiarso sebagai Biro Dalam Negari, Zain Effendi Al seba-
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9ai Biro Luer Negeri, Adyatma sebagai Penghubung.

Suratkabar-sura tkabar yang mendukung BPS adalah

suretkabar Pi*ir.n Rrrtjrt (Bandung), Suratkabar 3...r.

llcrdct,r (Semarang ) , Tcrpo (Semarang ) , Suratkabar Sinar

fndsrrrir (Semarang ), Suratkabar Xedaul at.n Ratjat (Yokya-

karta) dan Suratkabar Suart Rr},jrt (Surabaya). Suratkabar

lredan yang mendukung BPS adalah suratkabar Lspada, ,ti.bar

t-hr, fndsresia Brru, Sintr lbsyarahet, llitbar Taruna,

llingguen Fih, $rluh llasria, Reropi:, Ihta llinggu, 6ente

Revolu=i, Sirnn llinggu, dan l.3prd: Te.n.Ir:.

Lawan-larlan suratkabar BPS adalah suratkabar PKIIPNI

seperti suratkabar Hrrirn Retjrt, Bint-E Tirlr, Suluh

f ndcr:;ir, Iarrtr Bh.kti, Etsrci ilrsicral ( Jakarta ) ,

suratkabar Terapet llasyarekat, Djara Tirlr ( Surabaya ) dan

suratkabar Harian Harapan, Gotcrrg Royong, Bendera Revolusi

( lledan ) .

Kehadiran BPS yang mendapat dukungan masyaraket

ternyata Bendapat tantangan hebat dari pihak PKI. BPS

dicacimaki den difitnah oleh PKI. Soekarno didesak dan

nendapat tekanan dari golongan komunis untuk menghancurksn

BPS. Akhirnya Soekarno dengan Keputusannya bulan Ferbruari

1955 yakni ",,.melarang semua aktifitas BPS dan mencabut

izin terbit semua suratkabar BPS", Beberapa bulan setelah

itu PKI melakukan "Cup" tanggal 30 September 1965 yang

terkenal dengan GerBkan 30 September atau tragedi di

Lubang Buaya,
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6- Pers llasisral ( Inds*=iel sctel ah T.trrn 1965

Setetsh PKI ditunbangkan oleh ABRI dan rakyat dan

pemerintah Orde Baru berdiri meka kehidupen persi nasional

dengan gelan-pelan mulai bangkit, Pembinaan pers nasional

bertitik tolak pada ketetapan Sidang Umum l"lPRS Mahun

L96,b. Dalam ketet€pan IIPRS itu dinyatakan keberbasan Pers

Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegak-

kan kebenaran dan keadilan dan bukanlah kebebasan dalam

pengertian Iiberalisme. Kebebasan pers berhubungan dengan

keherusan adanya per tanggungj awaban ,

Kemudian kehidupan pers nasional semakin jelas kebe-

radaannye dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun

1966 tentang Keten tuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian

diserBpurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun

L967. Kemudian Orde baru di bawah kepemimpinan Presiden

Soeharto untuk memacu Pengembangen Pcrrs nasional secara

fundamental lebih jauh diwujudkan dengan Undang-undang No-

mor 2L tahun 1982 sebagai PenyemPurnaan Undang-undang No-

mor 11 tahun 1966. Sejak masa Orde baru, kehiduPan Pers

nasional berkembang semakin maju sesuai denqan perkembang-

an ilmu pengetahuan dan teknoloqi (IPTEK) serta perkemban-

gan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia '
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IV

DflI JT"FilA-ISTI T

A. E pat Teori Pers di Ilunia

Pembicaraan teori pers yeng ada di dunia, kita akan

membicarakan bentuk kehidupan pers yang ada di negara-

negara di dunia, Eksistensi atau keberadaan pers di ma-

sing-masing negar-a, ada yang gama dan ada yang berbeda.

Kalau dilihat, pers akan memiliki peran dan fungsi yang

berbeda di negara-negara yang berbedg. Tentu pula Pers

akan mewujudken tujuan yang berbeda sesuai dengan negara

yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaen keberadaan pers di

negara-negara ditentukan pula oleh cara negara itu harus

memfungsikan pers dalam negaranya.

Pada garis besarnya, ada empat cara negara memanfaat-

kan atau mernfungsikan pers sesuai dengan bentuk atau

keadean negaranya. Inilah yang kita kenel dengan empat

teori pers yeng ada di dunia. Empat teori pers ini dikemu-

kakan oleh Fred. S, Sieber t-Theodore Peterson dan l.lilbur

Schremm delem bukunya

Fred S. Siebert adal ah

berjudul Fqlr Ttreories of the Pregls.

Dekan pensiunan college of Communi-

Negeri llic higan . Theodore Petter-

BAB

POxII(-PTfiOK PERS

cation Arts Universitas

son adaleh pernah sebagai dekan Col lege of

Universitag Negeri I I I ionis. trl i Ibur Scramm

direktur Institute for Communication Research,

Stsnford.

Communication

pernah pula

Universitas
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Si ebert-Peterson-Sc hramrD dalam bukunya "Empat Tefor i

Pendit, 1945) menge-Pers" ( terjemahan Putu Laxman Sanj aya

ada I ah:rlukakan empat teori pers itu

1, teori perrs otoritarian (Fred S, Siebert);

2. teori pers libertarian (Fred S. Siebert);

5. teori pers tan99un9 jawab sosial (Theodore Peterson ) i

4. teori pers soviet totalitarian,/kotlunis (Wilbur

Sc hramm ) ,

Perkembangan empat teori pers itu dapat di I ihat

sesuai dengan bagBn berikut ini.

Teori Pers

Otori ta ri an

Teori Pers

Soviet Komuni

Teori Pers

Teori Pers

Libertarian

Teori Pers

Tanggung ja-

wab sosia I

Bagan Perlrerbangen E P.t Teori Pers

Bertolak dari bagan di atas dapat dipahami bahwa

paling tua adalah teori pers otoritarisn yang muncul

masa iklim otoritarian di akhir Renais:ns' Ketnudian

y an9

pada

pBda
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abad 17 muncul teori baru yeng dikenal dengan teori pers

libertarian dan lahir pada abad 18 serta berkembang pada

abad 19. Pada abad 2O muncul pula dua aliran perubahan

dari dua teori pers itu yakni teori pers tanggung jawab

sosial yang merupakan pengembangan ateu aliran baru dari

teori pers Libertarian di negara-negara non komunis dan

teori otoritarian baru adalah munculnya teori pers Komunis

Soviet sebagai pengembangan dari teori p€rrs otoritarian

yang Eecara khusus di Soviet. Singkatnya, setelah muncul-

nya (1) teori pers otoritarian dan (2) teori pers liber-

tarian, kemudian nuncul pula dua teori baru yakni (5)

teori pers tanggung jawab sosial sebaqai Pengembangan dari

teori pers libertarian dan (4) teori pers soviet komunis

sebagai pengembangan dari. teori pers otoritarian

Untuk memudahkan Pengertian kita tentang keemPat

teori pers itu, mari kita lihit perbedaan masing-rnasing

teori pers itu sebagaimana yang dikenukakan Fred S. Sie-

bert, Theodore Peterson dan wibur Schramm (terjemahan Putu

Luxman Sanjaya Pendit, 19€}6:B).
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Teori Pers Otoritarian

Teori Pers Libertarian

Aspek Teori Pers Otoritarian

Be rk embang

f'luncu I dar i

Tujuen utama

Yang berhak meng-
gunakan media?

lledia di kon tro I

Hal yeng di I arang

Pemi I ikan

Perbedaan utama

Di Inggris padB abad 16 den 17i dipa
kai secara meluas di dunia dan masih
dipraktekkan di beberapa tempat seka
rang ini

Fi lsafet kekuasaan t,}onarki absolut,
kekuasaan pemerintahan absolut, atau
k edua-duanya

l'lendukung dan
merintah yang
psda ncigera

memaj ukan
berkuasa;

kebijakan pe"l
dan menqabd i

Siapa saj a
rajaan ateu
itu

yan9
izin

PUny a
I ain

paten dari ke-
yang serllaca,lr

Helalui
kerja,
sen 50r

paten-paten dari Pemerintah t
izin-izin dan kadang-kadang

Kritik terhadap ,oekan isme Politik
den para pejBbat yang berkuase

Sraasta
rakat )

perorengan atau urnum ( masya-

lledia m€ssa dianggap sebagai
untuk melaksanakan k ebij ak an
rintah walaupun tidak herus
ki oleh pemer in tah

alat
Peme-

dimi I i-

Aspek Teori Pers Libertarian

Berkembang

MuncuI dar i

Di Inggris dipakai setelah 1688,
kemudian di ASt di temPat-temPat
innya teori ini juga berpengaruh

dan
la-

Tulisan-tulisan l"li I ton, Locke' Mil I,
dan fi. lsafat umum tqntang rasionalis-
rne dan hak-hak asasi
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Tujuan utama

Yang berhak meng-
gunakan med i a?

Media di kontrol

Hal yang di I arang

Perbedaan utame
dengan teori I ain

Pemi I i kan

l'lemberi inf ormasi , menghibur, dan
berjualan tetapi terutama untuk
membantu menemukan kebenaran dan
mengawasi pemerintah

Siapa saja yang punya kefriampuan
ekonomi untuk Benggunakannya

Dengan proses pelurusan sendiri un-
tuk mendapatkan kebenaran dalam pa-
sar ide yang bebas; serta melalui
pengadi I an

Penghinaan, kecabulen,
moral dan penghianatan
rang

k erenda han
Pade mesa Pe

Terutama perorangan

t'ledia massa ialah alat untuk ,Renga-
wasi pemerintah dan memenuhi kebu-
tuhan-kebutuhan ,nasyarakat I ain

Tcori Pcrs T.nggu'lg jarab SoEial

Aspek Teori Pers Tanggung jawab Sosial

Berk embang

Huncul dar i

Tujuan utama

Yang berhak meng-
gunakan med i a?

l{ed i a dikontrol

Hal yang di I arang

Pemi I i kan

Di Amerika Serikat pada abad 20

Tulisan W.E. Hocking, Komisi Kebe-
basan Pers, para pelaksana media;
kode-kode etik media

Memberi informasi , rnenghibur dan
berjualan tetapi terutama untuk ,ne-
ngangkat konflik sampai tr-ngkatan
diskusi

Siapa saja yang ingin mengatakan se-
sua tu

l'lel a I ui pendapat masyarakat' tinda-
kan-tindakan konsumen, etika-etika
kaum profesiona I

Invasi serius terhadap hak-hak per-
orangan yang dilindungi dan terha-
dap kepentingan vital masyarakat

Perorangan kecual i jika pemerintah
harus mengambil alih demi kelang-
sungan pelayanan terhadap masyara-
kat
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Perbedaan utana l1edia massa harus meneri.Da tanggung
jawabnya terhadap masyarekat; dan
kalau tidak, harus ada pihak
(oreng) yang ,nengusahakan agar media
nau menerimanya

Teori Pers Soviet Xurnis

Aspek Teori Pers Soviet Total i tarien

Ber k embang Di Uni Soviet walaupun ada beberaPa
persarnaannya dengan yang di I akukan
Nazi dan ltalia Fasis

lluncu I dar i Pemi kiran llarx is-Leninis-Stal inis
dengan campuran pikiran Hegel dan
pandangan orang Rusia abad 1?

Tujuan utama l'lember i sumbangan bagi keberhasilan
dan kelanjutan sistem sosialis So-
viet dan terutama bagi kediktatoran
partai

Yang berhak meng-
gunakan media?

Anggota-anggota partai yang loyal
dan ortodoks

l"tedia dikontrol Pengaraasan dan tindaken politik
atau ekonomi oleh pemerintah

Hal yang di I arang Kri tik-kri tik terhadaP tujuan par-
tai yang dibedakan deri taktik-tak-
tik par ta i

Pemilikan

Perbedaan utama

Itasyarak a t

l'ledia masga ada I ah mi I i k
dan media yeng dikontrol
tat se,nata-mata dianggaP
tangan-tangan neqara

ne9ara
sanga t kcr-
sebagai
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Kemudian untuk

masing-masing teori

satu per satu.

l- Teori Pers Otoriterien

Teori pers yang paling tua berkembang di antara empat

teori pers yang dikemukakan di atas adalah teori pers

otoritarian. Teori pers ini muncul pada nasa iklim otori-
tarian di akhir renaisans seteleh ditemukannya ,nesin ce-

tak. l'lenurut teori ini kebenaran dienggaP lahir dari

sekelofllpok kecil orang bijak yang harus membimbing pengi-

kutnya (masyarakat ) ' Pers digunakan Penguasa untuk memberi

informasi kepada masyarakat tenteng hal atau kebijakan

penguasa yang harus didukung masyarakat itu. Jadi pers

adalah milik keraj aan /pemer in tah. Pihak swasta hanya bisa

memiliki pers dengan izin khusus kerajaan/Pemerintah dan

dapat dicabut bila tidak punya tanggung jawab mendukung

kebijaksanaan pemerintah. DPnqan konseP yang sePerti ini

jelas saja tidaklah berfungsi sebagai pengawas pelaksa-

naan pemer intah.

Teori pers otoritarian ini yang meletakkan pPrs

sebagai pelayan negara yeng memper tanggunq j awa bk an seba-

gian besar isi pernyataannya kepada para Penguasa yang

memerintahr secare umum dipakai dan berkembang pada abad

15 dan 17. Pers menurut teori ini haruslah mendukung dan

mengembangkan kebijaksanaan pem€lrintah yanq berkuasa sehi-

ngga pemerintah dapat mewujudkan tujuannya. Pada masa

lebih jelasnya

pers i tu, maka

pemahaman kita tentang

berikut ini dibicarakan
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ar.galnya negare melsksaneksn Penq at.lasan-pengswdsan yeng

berusaha lnenghilangkan usaha-usaha intervensi terhadap

tujuan bangse. Pada masa berikutnya secara positif negara

secara aktif berpartisipesi dalam proses komunikasi dan

menggunakan media tBasEe gebagei alat Penting untuk tnenca-

pai tuj uan-tuj uannya .

Membuat pembatasan dan Pengawasan terhadaP media

swasts secara efektif meruPakan ,Basalah utama yang dihada-

pi semua sistem Pers otoritarien. Namun metode yang pernah

dikembangkan Inggris Egar fltenguntunqkan Pernerintah adalah

dengan memberikan izin khusus atau yang dikenal denqan

paten kepada orang-orang yang terlibat, Pada mase swal

suratkabar muncul, penerbitannya juga diserahkan kepada

orangt-oreng yang diberi ,nonopoli Pemberitaan, meu mener-

bitkan suratkebar yang memajukan kebijaksanaan-kebijaksa-

naan n€lgara.

Menurut filsafat otoritarian tentang hakikat dan

fungsi negarar sernua instrunen yang bergerak dalam negara

harus mengembangkan tujuan-tujuan dan kebijaksanaan nega-

ra. Demikian juga ,nedia massa sebagai instrumen Pentinq

dalam masyarakat, harus mengikuti prinsip itu. Fungsi pers

bukan untuk menentukan dan mempertanyakan tujuan-tujuan

itu, karena fungsi menentukan tujuan negara hanya ada di

tangan sekelornpok pemegang kekuasaan -

Teori pers otoriterian ini secara tidak murni dalam

praktek pers masih ditemukan di negare-negara di dunia

walaupun secara resmi telah dipakai teor j. tertentu' Menu-
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rut laporan dari Zurich (dalam Sieber t-Pe terson -Sc hramm ,

1985:35) adaleh berikut ini.

(1) Negara-negara yang ,Bengawasi pers siecara keseluruhan

seperti Soviet dan sekutunya, Cina, Yugoslavia, Por-

tuga I r Spanyol .

(21 Negara-negara yang secara formal mengizinkan kritik

oleh pers tetapi sensor tetap ada seperti Kolumbia,

Mesir, Suriah.

(3) Negara-negara di mana undang-undang pers khusus atau

pera turan-peraturan diskriminatif yang dapat menahan

dan mendakr+a editor seperti Uni Afrika Selatanr Irant

Pakistan, fndia, Irak dan Libanon '
(4) Negar3-negara yang memakai cara tidak resmi untuk me-

larang oposisi pihak Pers sePerti Indonesia' Turki

dan Argentina.

Prinsip-prinsip dasar teori pers otoritarian sebagai

pedoman tindakan sosial telah diterima sebagian besar

negara-negara di dunia selama beberaPa periode. Teori ini

telah dipakai dalam Pengalrasan, pengaturan, dan Penggunaan

media massa, Teori pers otoritarian ini pada dasarnya

tetah dibuang di negara-negara demokratis, namun Praktek-

praktek otoritarian cendrung mempengaruhi Praktek-praktek

demokratiE.

2- Teori Pers Libartarian

Dssar sistero pers libertarian dikembangkan oleh

dBn Locke pada abad XVII dan dipraktekkan pada

Mil-

a bad

li:r.FU31ir\{ }.iN
HltL-l( llf1

,t "a

ton
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xvIII dan berkembang ke seluruh dunia saat liberalistne

mencapai puncak di abad XIX. Dalam teori pers libertarien'

pers bukan instrumen Pemerintah melainkan sebuah alat

untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan

menjadi landasan bagi ,Basyarakat untuk mengsleasi pemerin-

tah dan rnenentuk3n sikaP terhedaP kebi j ak sanaannya . Jadi

pers haruslah bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerin-

tah. Semua lapisan masyarakat baik kaum minoritas muPun

mayoritas, atau orang kuat mauPun orang lernah harus dapat

dan sema-sama memiliki kese,,lPEtan menggunaken Pers'

l"lenurut teori pers Iibertarian ini fungsi Pers adalah

untuk memberi informasi dan menghibur. Selain itu Pers

juga berfungsi untuk mempersiapkan suatu basis pendukung

ekonomi karena dapat menjamin keti dak tergan tungan finan-

sial yang disebut juga dengan fungsi penjualkan dan perik-

lanan. Pers bertujuan untuk menolong menemukan kebenaran

membantu penyelesaian masalah-masalah politik dan sosial

dengan mengetengahkan semua bentuk bukti dan opini sebagai

dasar pernbentukBn keputusan. Jadi Pers rnemang bebas dari

kontrol dan dominasi pemerintah. Pers memang harus melaku-

kan penghawasan terhedap perBerintah yang tidak daPat

di lakukan oleh lembaga lain.

Ade dua asumsi penggagas teori I ibertarian ini '

Agums i prrta.a adalah bahwa dari sekian banyak suara-suara

beberapa informasi yanq mencaPai publik bisa salahpers,

dan

punya

beberapa opini bisa tidak sehatr nemun negara tidak

hak untuk membatasi hal-hal yang dianggapnya salah
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dan tidak baik. Asumsi tedua adalah bahwa dalam Basyarakat

demokratis akan ada berbagai macam suara yang tergedia

bagi masyarakat walaupun tidak seIaIu dapat dicapai oleh-

nya. Biarkan saja setiep orang punya sesuatu mengenei

seluruh masalah yang ingin dinyatakan itu benar ateu salah

dan biarkan publik pada akhirnya mengambil keputusan.

Pengenut libertarian menentang monopoli pemerintah

da-lam jalur-jalur komunikasi, Penganut libertarian mende-

bat bahwa setiap orang, Harga negara sendiri ataupun orang

asing, harus mempunyai kesempatan yang tidak dibatasi

untuk memiliki dan mengoperasikan suatu komunikasi massa.

Penganut I ibertarian juga menentang bantuan pemerintah

karena dapat mengarah kepada dominasi dan rnereka memPerca-

yai sistim kapitalis dari perusahaan-perusahaan swasta

untuk mencari jalan keluarnya.

Ciri khas teori pers libertarian ini adaleh adanya

hak den tugas pers sebagai alat pengar.ras ekstralegal

terhadap pemerintah. l'lenurut teori pers libertarian Fers

harus menjaga jangan sampai Pejabat pemerintah ,Benyalahgu-

nakan kekuasaannya. Pers selalu rlaspade untuk dapat menun-

jukkan dan mengungkapkan setiap Praktek kesewenangan dan

otori ter .

Akhirnya dapat dikatakan bahwa teori pers libertarian

telah menghapuskan belenggu dari pikiran manusia dan

membuka pandangan baru begi kernenusiaan' lrlalaupun teori

pers I ibertarian memiliki kelemahan yakni kegagalannya

dalam menyediakan patokan yang tepat atau telah gagal
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membuat sebudh fonnula stabil untuk ,Dembedakan kebebasan

dan penyalahgunaan kebebasen, namun harus diakui sumbangan

libertarian adalah fleksibelitasnya, kemampuaannya bere-

daptasi dengan perubahan, dan terutama keyakinannya dapat

mernajukan kerpentingan dan kesejahteraan urnat manusia

dengan tetap percaya pada penentuan ereh sendiri dan

,Dasing -rnasi ng individu,

3- Teori Pers Tar4$rng J.r.b Sosial

Teori pers tanggung jaHab sosial dipublikasikan dalam

kaitan dengan laporan-laporan Komisi Hutchin dan meluas

pada abad 20 setelah 2OO tahun Amerika Serikat dan Inggris

Raya rnempertahankan teori pers libertarian, Teori pers

yang ketiga ini jauh sebelurn itu telah mulai muncul dalam

kegiatan-kegiatan para editor dan penerbit dan kesadaran

ini muncul rnenjelang orang-oreng mulai mengukur dsn meni-

lai revolusi komunikasi yang sedang dilalui. Jadi yang

menjadi landasan turnbuhnya teori tanggung jawab sosial

adalah karena adanya kekhayratiran yakni kekuasaan dan

kedudukan orang-orang yang memonopoli media menimbulkan

pula pada mereka keharusan bertanggung jawab kepada masya-

rakat. Kekhawatirao lain adalah mengharuskan mereka menja-

min bahwa semua pihak terwakili dan (nasyarakat mendapat

cukup informasi untuk mengambil keputusan dan apabila

media tidak mau menerima tanggung jawab itu dianggap perlu

ada pemaksaan untuk itu oleh lernbaga masyarakat yang lain;
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Teori pers tanggungjawab sosial mempunyai asumsi

utama bahwa dalam kebebaE'an terkandung di dalamnya suatu

tanggung jawab yang sepadan dan pers yang telah menikmati

kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat

harus bertanggung jreawb kepade masyarakat dalam ,nenjalan-

kan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyara-

kat modern ,

Ada beberapa hal yang menyebabkan lahirnya teori

tanggung jewab sosial. Pertla, revolusi teknologi dan

industri yang mengubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika

dan cara mempengeruhi sifat dasar pers. (edua, suera-suara

kritik yang tajam yang semekin sering diucapkan pada siaat

media telah tumbuh semakin besar dan penting dan yang

rnengandung ancarDen pengaturan oleh pemerintah. Ketiga,

sdenya iklim intelektual yang baru di mana orang-orang

mulai curiga terhadap kebenaran asumsi-asumsi dasar 'jaman

terang'. Xeergat, adanya perkembangan jir,sa profesional

ketika kegiatan jurnalistik mulai menarik perhatian para

pelajar dan kernudian industri komunikasi rnencerminkan

adanya perasean bertanggung jawab di kalangan kaum bisnis

dan industrial is.

l"lenurut teori pers tanggung jawab sosial, fungsi pers

sema dengan fungsi pers pada teori pers libertarian. Ada

enam fungsi pers menurut teori ini (baik teori pers tang-

9un9 jasab sosial maupun teori pers Iihertarian) seperti

berikut ini. Pertaaa fungsi pers adalah melayani sistem

politik dengan menyediakan informasi, diskLrsi dan perde-
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batan tentang rnasalah-rnasalah yang dihadapi masyarakat.

Xedua, fungsi trers adalah memberi penerangan kepada masya-

rakat, sedemikian rupa sehingga masy.rrekat dapat mengatur

dirinya sendiri, (etiga, fungsi pers adalah menjadi penja-
ga hek-hak orang perorangan dengan bertindak s;ebagai

anjing penjaga yang mengay{asi pemerintah. Xeerpat, fungsi
pers adalah melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan

pembeli dengen penjual barang atau jasa melalui medium

periklanan. Kelira, fungsi pers adalah menyediakan hibu-
ran. Xecrlaa, fungsi pers adalah mengusahakan sendiri biaya
finansial sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang-orang

yang punye kepentingan tertentu.

Para penganut teori pers tanggung jawab sosial walau

menerima enam fungsi pers pada teori pers libertarian,
namun ia tidak puas terhadap interpretasi penganut liber-
tarian dan cara pelaksanaan fungsi itu oleh orang I iber-
terian. Teori pers tanggung jawab sosial menerima peren

pers dalam nelayani sjstem politik, nemberi penerangan

kepada masyarakat dan menjaga hak-hak orang perorangan

tetapi pada ,llasa libertarian pers tidak menjalankan fungsi

itu secara seluruhnya. Terori tanggung jawab sosial menya-

takan fungsi pers dalarn melayani sistem ekonomj tapi tidak
menghendaki memprioritaskan fungsi ini melebihi fungsi
pers lain. Teori tanggung jawab sosjal menerima fungsi
pers dalam menyajikan hiburan tapi haraus disajikan s€rcara

baik,
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Hal yang perlu digarisbawahi adalah teori I ibertarian

sudah tidak sesuai lagi dan sudah usang seperti yang telah

disadari oleh orang-orang pers secara keseluruhan ,nasa

itu. Sebagai gantinya muncul lah teori yang lebih menekan-

kan pada tanggung jawab sosial pers tersebut yang dikenal

dengan teori pers tanggung jaxab sosial.

4- Teori Pers Sorriet forrnis

Teori pers Soviet komunis merupakan pengembangan

teori pers otoritarian karena teori pers ini bertolak dari

teori pers otoritarian itu, Pers Soviet Komunis bekerja

sebagai alat penguasaen sama dengan pada masa teori ge'.s

otoritarian tapi yang membedakannya r pada teori pers

Soviet Komunis, pers adalah milik negara bukan swasta.

Jadi teori pers Soviet Komunis hanyalah pengembangan dari

teori pers otoritarian karena oreng-orang Soviet telah

menghasilkan suatu teori yang telah berbeda dengan teori

pers otoritarian sebelumnya.

Dalam teori ini, tanggung jar.rab utama untuk mengawasi

pers Soviet ada di tangan partai bukan pada peflrerintah,

Penyebabnya edaleh sesuai dengan teorinya yakni pemerintah

dianggap akan hilang lenyap. Pers dianggap milik rakyat

yang wakili-wakilnya duduk di partai,

Untuk lebih jelas lagi pernaharnan kita tentang teori

pers Soviet Komunis, mari kita lihat perbpdaannya dengan

teori pers otoritarian, Perbedaan-perbedaan itu adalah

berikut ini, Ferta.a, teori pers Soviet telah menyingkir-
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kan motif mencari keuntungan dari usaha penerbitan dan

media siaran. Jadi, pers Soviet bebas ,nelaksanakan tugas

sebag3i instrumen negera dan partai. Hal yang diharapkan

pengelola pers bukanlah iklan dan sirkulasi tetapi adalah

bentuk akibat pada pikiran publik. Imhalan bagi pengelola

pers bukanlah kekayaan tapi edalah keahlian propaganda.

Perbedaan kedua, sistern Soviet ,nenetapkan fungsi

komunikasi massa secara positif sedengkan pada teori

otoritarian, pers biasanya tidak diizinkan melakukan

sejumlah kegiattsn yang sebagian besarnya berkeitan dengan

pengkritikan terhadap rezim yang berkuasa. Singkatnya,

pers pada teori Soviet Komunis semata-mate instrumerntal

sedang pada teori otoritarian pers diizinkan dalam batas

terten tu ,

Perbedaan ketiga, teori pada sistem Soviet Komunis

dibangun sebagai bagian dari perubahan bertugas mengekspos

kaum berjouis, membantu pembangunan sosialis, memberi

Hahyu kepada para pekerja, mengungkapkan mekanisme jahat

kaum kapi tal is dan rnembantu menggul ingkan kapi tal isme

untuk mencapai masyarakat tanpa kelas. Pada teori otori-

tarian, pers bertugaEi diatur oleh pemikiran bagaimana mem-

pertahankan kekuasaan. Singkatnya pEda teori Soviet adalah

untuk nempertahanken status guo Soviet tetapi selalu dalao

konteks peruhahan dan perkembangan.

Perbedaan kee.pat, penggunaan teori pers Soviet
Komunis untuk media rnass;e didasari pada determinisme

ekonomi bukan pada hak-hak asasi sedangkan bagi teori pers
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otoritarien didasari pada sistem kelas yang ketat yang

berusaha tetap bertahan dengan kelas-kelas di bawahnya me-

ngabdi pada kelas yang berkuasa,

Pprbedean kelita, komunikasi massa pada teori pers

Soviet Komunis terintegrasi ke dalam keseluruhan sistem

komunikasi dan ke dalam keseluruhan pernerintahen dalam

suEtu cara yang tidak ada pada teori pers otoritarian.

Demikianlah kelima perbedaan antara teori pers Soviet

Komunis dengan teori pers otoritarian yang dikemukakan

IJilbur Schranm (Siebert, Peterson dan Schramm, 1986:163-

165 ) .

B- E pat Orgxrisasi Pers di lrrdanesia

Organisasi pers di Indonesia telah diatur dengan

Undang-undang Nomor 21 tahun 1982 tentang KetE n tuan -1, eten-

tuan Pokok Pers pasal 1 ayat 5, Pasal ini berbunyi:

"Organisasi pers adalah organisasi Hartawan, organisasi

perusahaan pers, organisasi grafika pers dan organisasi

media periklanan yang disetujui pemerintah".

Berdasarkan pasal I ayat 5 tersebut di atas maka

empat organisasi pers itu adalah,

(1) organisasi wartawan yakni Persatuan l,Iartawan Indonesia

(PWI };

(2) organisasi perusahaan pers yakni Serikat Penerbit Su-

ratkabar (SPS);

(3) organisasi grafika pers yakni Serikat Grafi.ka Pers

(SGP};
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(4) organisasi media periklanan adalah Persatuan

haan Perik lanan fndonesia (PPPI).

Keempet organisasi pers itu dapat kite lihat

nya dengan pengelolaan suratkabar di Indeonesia

dalam bagan berikut ini.

Bagan Perrgelolaan Pers

PEI4I MP I N PERUSAHAAN

Perusa-

k ai tan-

seperti

PEMIHPIN UMUM

I SPS ( Seri ket
ra tkabar )

* Diresmikan B

Penerbit Su-

Juni 1945

PEI"IIHPIN PERCETAKANPEI,II!4PIN UMUM

I SGP (Serikat Gra-
fika Pers )

t Diresmikan 3 Apri I
797 4

I Compur setting
I Lay-Out
t Film, repror dll

* PPPI ( Persatuan
Perusahaan Peri k -
lanan I ndonesi a

* Diresmikan 20 De-
sember 1972

* Iklan
I Sirkulasi/distri-

bus i
I Langganan , agen
* dll

I PtJ I ( Persa-
tuan ldarta-
wan I ndone-
sia

I Di resmi k an
9 Feb L946

* Wa r tavJan
I Ber i ta, ar-

tikel
I Reportase
* Feuteres
r dl I
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Untuk lebih jelasnya pemahaman kita tentang k ee,npa t

bicarakanorganisasi pers yang eda, lebih lanjut

pers i tu.

akan kita

ma5rn9-mas]n9 organ.t sasr

I - Pers:tu*r Hertaran lrrdorresia

Persatuan [,,lartaxan Indonesia (PWI ) sebagai organisasi

profesi rrartayran Indonesia didirikan tanggal 9 Februari

1945 di kota Solo, Jaera Tengah dalam kongres pertamanya

(9--lO Februari f9461 . Sesuai dengan Keputusan Presiden

Nomor 5 tahun 1985 ditetapkan pada hari jadi Persatuan

wartewan Indonesia tanggal 9 Februari 1946 sebagai HARI

PERS NAS I ONAL .

Dalam sejarahr Persatuen l,,lartawan Indonesia (PWI )

lahir dalam masa pasukan Inggris dan Belanda sedang men-

ingkatkan operasi / pendudu k an di wilayah Republik Indone-

sia. Pada ,nasa per.rng kemerdekaan Indonesia wartawan-

wartawan nasional, sempat melakukan tiga kali kongres.

Ketiga kongres itu adalah berikut ini.

1. Kongres Pertama dilaksanakan 9--1O Februari 1946 yang

berhasil menyusun kepengurusen Persatuan ldartawan Indo-

nesia (PtrJI ) untuk pertama kali. Susunan pengurus itu

adalah:

Ketua : l'lr. Raden Mas Soemanang Soe-

riowinoto

Ketua Sekretariat: Soedarjo T j ok rosi svroro
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Anggota : Syamsuddin Sutan Mekmur'

B. M. Diah' Soemantoro '
Ronggo Danoekoesoemo '
Dj awoto, Harsono Tj ok roami-

n oto

Pada kongres pertama ini juga berhasil membentuk pani-

tia berjumlah lO orang yang akan melahirkan Serikat

penerbit Suratkabar (SPS).

2. Kongres Kedua dilaksanakan 23--24 Februari 1947 di Ma-

lang yang juqa berhasil melahirkan susunan pengurus

kemba I i ,

3. Kongres kPtiga dilaksanakan 7--9 Desember 1949 di Yok-

yakarta yang juga berhasil melahirkan susunan pengurus'

Menjelang meletusnya GSOS PKI tahun 1965, organisasi

Persatuan blartauran Indonesia (Pt^JI ) sempat pula ditungganqi

oleh Partai Komunis Indonesia (PKI)' Sebagian besar an99o-

ta Pt"lI telah masuk dalam organisasi PKI'

Kemudian sampai saat ini organisasi Persatuan ['larta-

wan Indonesia telah berkembang dari tingkat pusat sampai

dserah. DaIam perkembengan organisasi, Pt'J I telah melakukan

berbagai kongres, kerja latihan wartawan dan sebagainya'

PtlI sebagai organisasi profesi telah dikukuhkan pula

dengan Keputusan Menteri Peneranqan RI Nomor 47 /KeP/l'len-

rren/!975 tentBng Pengukuhan PNI dan SPS' masing-masinq

spbagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi

Penerbit Pers I ndonegi a .
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Organisasi llartar3n Sebelur Pt{ I

Sebelum organisasi Persatuan {rJartawan Indonesia (PtlI )

yang terbentuk tanggal 9 Februari 7946 dalam konqres

pertamanya, di Indonesia telah muncul beberapa organisasi

wartawan i tu,

Beberapa organisasi wartaHen yang muncul di Indonesia

untuk pertama kalinya adalah berikut ini,

(1) Indlandsche Journalisten Bond (IJB) tahun 1914' Pendi-

rian IJB didasari pada: "..melalui penyatuan semua

wartahran pribumi di Indonesia berPeran serta delam

kekuatan perjuangan demi kepentingan nasionsl dan mem-

pertahankan kepentingan Bartawan" ' IJB dirintis oleh

Suratomo dan Sumarko Kartodikrorno' Tahun 1918r IJB

berdiri pula di kota Medtsn,

(?) Pada tahun 1931, berdiri pula Persatoean

tist di kota Semaranq yang diketuai oleh

tera .

(5) Pada bulan Desember 1933

pers di Indonesia lahir

dalam kongres pertamBnya

sebenarnya telah dimulai

Kaoem Journa-

Wignj adi sas-

terbentuk pula

di Surakarta.

Pe r 9a toen

Pen du I. ung

Cok rosi swo-

sebagai org an i sas i

secara restni tanggal I Juni 7946

di Yokyakarta. Kelahiran SPS ini

sejak empat bulan sebelumnya oleh

Djoernal js Indonesia ( PERDI )

PERDI ini adal ah Sutopo l,r,lonoboyo, Sudaryo

ro, dan sebageinya.

2. Serikat Pefrerbit Suratkabar

Serikat Penerbi t Suratkabar (SPS)
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Panitia

pertama

ngah.

Usaha 10 orang yang telah

Pul I tanggal 9-1O Februari

dibentuk pada kongres

1945 di Solo, Jawa Te-

Pengu rus

adalah ber i kut

KetuB

tdak i I Ketua

Pani tera

pertama Serikat penerbit Suratkabar (SPS)

ini.

Sjamsuddin Sutan Hakmur

Soepri j o Dj ojosoepadmo

Djamal Al i

l. Ron ggod an oek oesoemo

?. nr. Sumananq Suryosimto

5. fioh. Kurd ie

Pemban tu-pemban tu :

4. Soed j ono

DaIam per k embangannya , pemerintah telah menyadari

pentingnya serikat penerbit suratkabar dengan membentuk

sebuah panitia yakni Panitia Pengatur Produksi Kertas RI'

SPS sekarang telah memiliki sekretariat tetap di Persil

Tugu Kidul No, 58 Yokyakarta. SPS sebagai salah satu or93-

nisasi pers telah dikukuhkan oleh Pemerintah dengan Surat

Keputusan Menteri Penerangan RI No'47/Kep/Plenpen/ LS73

tentang Pengukuhan PtJI dan SPS, masing-masing sebagai

satu-satunya organisasi wartawan dan orqanisasi penerbit

pers Indonesia.

3. Serikat Grafika Pers (SGP)

Serikat Grafika Pers (SGP) lahir tanggal 3 April 1974

sebagai salah satu organisasi pers di Indonesia' Organisa-

si ini telah dikukuhkan oleh pemerintah pada tahun t97A
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dalam Surat Keputusan Nomor 184l K e1/l'lenpe^ / L978 .

Serikat Grafika Pers (SGP) sebagai salah satu orqa-

nisasi pers di Indonesi€ lahir karene adanya kesadaran

dalam memajukan pertumbuhan pers nasional ' Salah satu

ustsha untuk memajukan Pers nesional adalah ,nelelui pengem-

bangan kegiatan pencetakan. Pengembangan pGrrs nasional

sengat berkaitsn erat dengan keadaan pencetakan Eerta

sarananya yang disebut dengan grafika pers. Dunia grafika

pers merupakan bagian yang amet vital sebagai sarana untuk

memajukan dan pengembangan penerbitan pers' Dengan demiki-

3Dr pembinaan den pengembangan grafika Pers perlu pule

diusahakan untuk memajukan kehidupan dunia pers di Indone-

sia. Beriringan pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi khususnya di bidang grafika perst maka kelahiran

Serikat Grafika Pers (SGP) itu sangat diperlukan'

Jadi, grafike Pers turut bertanqgung jawab terhadap

pers nasional yang sehat dan kernntapan pelaksanaan tang-

gung jawab itu hanya daPat dicapai Becara gotonq royong

dengan unsur-unsur pers nasional lainnya' Hal ini ditegas-

kan dalam peraturan dasar SGP. Selain itu SGP berupaya

untuk:

(a) menumbuhkanr menqembangkan dan membina grafika Pers;

(b) menghimpun semua potensi grafika untuk bekerjasama '

berpartisipasi dalam pembangunan nasional (di bidang

industri grafika Pers ) I

(c) memantapkan grafika pers sebaqai unsur penunjang utama

pengembangan dan perkembangan Pers nasional '
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Untuk memajukan grafika pers yang diperlukan dalam

pengembangan Pers nasional 39ar mampu beriringan dengan

kemajuan i Imu pengetahuen dan teknologi dal am bidang

percetakan ' maka SGP telah menjadi anggota Badan Grafika

Internasional (Graphic Arts Technical Foundation ) di Ame-

rika Serikat' Dengan masuknya SGP dalam organisasi ini'

informasi tentang kemajuan di bidang grafika daPat diPero-

leh untuk memajukan pers nasional '

4, Persatuan Perusahaan Periklanan fndsresia (PPPI)

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia yang di-

singkat dengan PPPI lahir tanggal ?O Desember L977 dalam

kongresnya di Jakarta. Sebelum PPPI lahirt organisasi

media periklanan telah ada muncul yanag disebut dengan

Persatuan Biro reklame Indonesia (PBRI)' Tanqgal 2o Desem-

ber 197? ini meruPekan hari pelaksanaan konqres PBRL

DaIam kongres inileh edanya penukaran nama Persatuan Biro

Rek lame Indonesia (PBRI ) menjadi Persatuaan Perusahaan

perik I anan Indonesia (PPPI ).

Perkembangan Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI)

--sejak 20 Des.e$ber !97? disebut Persatuan Perusahaan

Periklanan Indonesia-- telah lahir sejak September t949 '

PBRI sebagian beser adalah biro periklanan milik orang

Belanda maka organisasi PBRI pada dasaranya dikuesai oleh

orang-oranq Belanda. Anggota PBRI ini tercatat biro-biro

reklame milik orang Belanda yakni Studio Berk' Contact' De

Unie.F.Bodmer'BudiKsatriarGrafica'LintastFrank
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Klein, Life, Limas, Rosada.

Pada tahun 1953 muncullah organisasi Serikat Biro

Reklame Nasional (SBRN) karena organisasi PBRI hanya di-

kuasai oleh orang-orang Belanda. Anggota SBRN ini tercatat

biro reklame Kinibalu, Trio, Titi, Garuda, Reka, Irab,

Elita, Pikat, Patriot, KiIatr Lingga' Azeta, Kusuma.

Pada tahuh 1954, Berkhout Ketua PBRI mengajak tokok-

tokok SBRN untuk melakukan penggabungan antara SBRN ke

dalem PBRI dengen alasan kedua organisasi ini bergerak

untuk tujuan yang sama. Kemudian pada tahun 1955, PBRI

baru dikuasai oleh orang-orang Indonesia dengan Ketua

Muhaomad Napis,

C- l,Jndang-undang Ketentuen Pokok PerE

Undeng-undeng dasar 1945 sebggai Undang-undang dasar

di negara Indonesia, dalam Pembukaannya dan pasal 28 telah

memberikan landasan tentang kehidupan kewartawanan dan

pers di Indonesia. Jadi, untuk memberikan arahr bentuk dan

sistem terhadap kehiduPan kewartawanan dan Pers itu maka

lahirlah undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Keten-

tuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah denqan Undang-

undang No. 4 tahun 1967 dan disempurnakan lagi dengan

UndBng-undang No. 21 tahun 1982.

Undang-undang tentang keten tuan-k eten tuan Pokok Pers

ini ditujukan untuk memberikan jaminan hukum kepada Pers

nasional dalam men jalanl"an fungsinya dan dapat melaksena-

kan tugas dan kewajibannya serta menggunakan hak-haknya'
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Dalam rangka Pembinaan Pers

i andasan pokok sesuai dengan SK

di kel uarkan oleh De,rran Pers:

1, Landasan Idiil

di Indonesia eda enam

No. 79 / Xiv / f97 4 Yang

pengama I an dalam

I | /l'lPR l97B ten-

: Pancasi I a dan

Tap |IPR-R I /No

I

3

Land asan

L a nd asan

Konst i tus i ona I :

Strategis :

tang P4 (Ekapresetya Pancakar-

sa)

UUD 1945

Garis Besar Haluan Negara

( GBHN )

UU Pokok Pers No, 2t/!982 Yan.g

merupakan perbaikan kedua ds ri

Undang-undang Pokok Pers

No.11l1965

Tata nilai sosial yang berlaku

pada masyarakat I ndones i a

Kode eti k jurnalistik wartawan

Indonesia

4. Landasan Yuridis

5. Landasan Kemasyarakatan:

6. Landasen Etis

l.thdang--undang Ho. tt /1966

Untuk lebih jelasnya undang-undang tentanq Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers akan dikemukakan berikut ini '

I,'{DAI{G{,.;{)#5.E RIEPT'E- T X I IXI'ES IA
l{rln 1l Tfll..il 1966

TETfiflG XETEXTUAil-XETENT[#W POXOX PERS
D€tGff{ RA}fif,T Tt}n ia vAl{G llfl{AESA

PRESI I}EN REPT,H-I T INIX]iESIA
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Menimbeng;
a. bahwa Proklamagi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

adalah manifestasi dari Pada perjuangan seluruh bangsa
Indonesia untuk menqemban Amanat Penderitaan rakyat;

b, bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang
aktif dan kreatif dari pada penghiduPan dan kehiduPan
bangsa berdasarkan DemokraEi Pancasila;

c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasilar pem-
binaan pers ada di tangan Pemerintah bersama-sarna de-
ngan perwaki ]an pers;

d. bahwa pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kon-
trol, alat pendidikan, alat penyalur dan Pembentuk pen-
dapat umum serta alat pengqerak massa;

e, bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yang
membawa darma untuk menyelenggarakan Demokrasi Pancasi-
Ia secara aktif dan kreatif;

f, bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ke-
tentuan dan kewartswanan agar Pers Nasional dapat
memenuhi fungsi yang sebaik-baiknya menuju terwujudnya
Pers Sosialis Panc asi I a.

Mengingat:
1. Pembukaan beserta pasal-pasaI 28 dan 33 Undang-Undang

Dasar 1945;
2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat l5 Desem-

ber L949 tentang perlindungan kepada persi
3. Ketetapan MPRS No. I I/MPRS/196O Lampiran A tentang Pe-

nerangan Massa;
4, l(etetapan l'tPRS No. XXXI I/!'IPRS/ L966 tentang Pembinaan

Pers i
5. Pasal 5 jo pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945'

Dengan persetujuan Degran Perwakilan Rakyat Gotong Ro-
yong .

MEMUTUS KAN

Menc abut :
Penpres No' 6/1963 tentang Pembinean Pers;
SegaIa Peraturan Ferundanqan y;ng t'Prtentaogan dengan
undang-undang ini.

I I . Menet apk' an
Undang-undang ten tan g Ketentuan-ketentuan Pokok PPrs '

I
a
b
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Yang
(1)

(2t

(s)

(4)

(s)

(6)

Pasal I
dimaksud dalam undang-undang ini denqan;

Pers adalah letRbagts kernasyaral.'atan alat revolusi yeng
mempunyai karye sebagai salah satu media komunikasj'
massa y€ng bersjfat umum berupa penerbitan yang tera-
tur wattrl terbitnya diperlengktspi atau tidak diper-
Iengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa Perce-
tatJn, alat-;let foto' kIise, mesin-mesin stensil
atau aIst-al3t teknik lainni-a'
Perusahaan Pers ialah perusahaan suratkabar harian'
penerbitBn berkale, kantor berita, bulletin dan lain-
iain seperti yang tersebut ayat (6), (7) dan (B)
dalam pasel ini.
Kewarttswanan ialah pekerjean/kegiatan/usaha yanq sah
yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan
p"r,yi"."t daltsm bentuk faktar pendapat, ulasan' 9am-
bar-gambar dan Iain-lain sebaginya perusahaan pers'
radio, televisi dan film'
Wartav.ran ialah karyer4an yang melakukan pekerjaan ke-
wartawen seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal
ini secara kontinu.
Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organi-
sa;i perusahaan pers yang disahkan oleh Pemerintah'
Kantor berita adalah Pusat pengumpulan dan karangan-
karangan guna melayani harian' Penerbitan berkala' si-

"a"r,-ii".i.t 
radio, televisi, instansi-instansi Peme-

rintah, badan umum dan Braasta Iainnya yang usahanya
meliputi seqala perBujudan kehidupan masyarakat Indo-
nesia dalam tata Pergaulan dunia'
Suratkabar harian iBlah penPrbitan setiap hari atau
seku rang-kurangnya enam keli seminggu'
iene.ui{an beriala ialah Penerbiten lainnya yang di-
terbitkan dalam jangka waktu tertentu ' sekurang-ku
rangnya tiga bulan sekali'
Yan! dimatsud denqan surat kabar/berkala Pemerintah
ialeh suratkabar/berkala yanq didirikan atas inisiatif
dan yang dibiayai oleh Pemerintah'

)Vang' Oimaksud dengan Pemerintah dalam undang-undanq'iti- aaalah l*{enteri Penerangan, kecuali dalam Pasal 6

ayat (3) dan avat (5) dan Pasal 9 avat (2) dan (3)'

BAB I
KETENTUAN UMUM

til':il( I:I lZ : i'rlSTA:iiAN
rv!:1 t, , il r. !tF
1.1: ! , .31-ti

(7 I

(B)

(9)

(10

B1



BAB II
FUNGSI, KEUJAJ IBAN DAN HAK PERS

Pasal 2

(l) PerE Nasional adalah alat revolusi dan merupakan media
rnas;sa yang bersifat aktif, kreatjf, edukatif, informa-
tion dan mempunyai fungsi kemaysarakatan pendorong dan
pemupuk daya pikiran kritis dan progressif meliputi
segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.

(21 Pers Nasional berkewajiban:
a. memFertehankan, membela, mendukung, dan melaksana-

kan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara
rnurn i dan konsekuen I

b. memperjuangkan pelaksanaan Amanat penderitaan
rakyat, berlandeskan demokrasi Pancasila;

c, merDperjuengksn kebenaran dsn keaditan atas dasar
kebebasan pers i

d. membina persatuan dan kekua t an-kek uatan progressif
revolusioner dalam perjuangan nienentang imperiel
isme, kolonia I isme, neo-kolonialisme, feodalisme,
liberalisrDe, komunisme, dan fasisrne/diktatur;

e, menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan
progresif.

Pers
bersifat

memPUnya r
korektif dan

Terhadap Pers
pembreide I an.

Pasal 3
hak kontrol, kritik dan koreksi yang
konstruktif.

Pasal 4
Nasional tidak d i kenak an

(1)

(2t

Kebebasan pers
dijamin.
Kebebasan pers
nasional dan
undang ini.

sensor dan

Pasal 5
sesuai dengan hak asa9r warganegara

ini didasarkan atas tanggung jaFrab
pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-

BAB III
DEI,JAN PERS

Pasal 6
(1) Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membi-
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(2t

(3)

(4)

(5)

na perturnbuhan dan perkembangan pers nasional, diben-
tuk dewan Pers.
Anggota Dewan Perg terdiri dari wakil-wakiI organisasipers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
Syarat-syaret organisasi pers yang dapat mengirimkan
wakil-wakil dalam de$.an Pers, jumlah anggota dan
syaret-syBrat keenggotaannya ditetapkan dengan peratu-
ran Pemerin tah.
Penetapan anggota-anggota ehli dalam bidang pers dan
tambahan keanggotaan diputuskan oleh pemerj.ntah ber-
sama-sama dengan anggota yang mewaki I i organisasi
pers.
Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan peraturan
Pemerin tah .

Pasal 7
Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
Pemimpin Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh ind-gota-anggota Dewan Pers.
Keten tuan-keten tuan lebih lanjut mengenai tugas Dewan
Pers, cara-cara beke,rjanya, a"ra-a"." penggantian
lowongan dalam Dewan Pers dan sebagainya ditetapkan
oleh Pernerintah bersama-sama Deuran Pers,

BAB IV
HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS

(1)
(2\

(3)

Pasal I
(1) Setiap FJarga negara mempunyai hak penerbitan

bersifat kolektif sesuai dengan hakikatnya
Pancasila.

(2) Untuk ini tidak

(r)

pers yang
Demok ras i

(2t
(3)

diperlukan Surat Izin Terbit.

Pasal 9
Untuk menyempurnakan pemberian kef dalam dan keluar
negeri badan-badan pers kolektif dapat mendirikan
kantor bE,r i ta .
Pemerintah dapat lIlendirikan sebuah kantor berita.
hal-hal yang menyEngkut persoelan kantor berita diatur
dengan Peraturan pemerin tah.

(1) Jika dianggap perlu
sebanyak -banyaknya

Pasal 10
Pemerin tah

satu harian
Pusa t
dalam

dapat menerbi tk an
bahasa Indonesi.a

a3



dan satu hari an
per 1u .

dalam tiap bahasa asing

(2) Pemerintah dapat mernerbitkan penerbitan
bersi fat informatoris dan keahlian.

yang d i anggap

berkala yang

PasaI l1
Pefnerbitan pers yang bertentangtsn dengan Pancasila

seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Merx-
isme-Leninisme di I arang.

Pasal 12
Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan

kepada Pers nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk ter-
iaminnya kehidupen dan penghidupan pers.

BAB V
PERUSAHAAN PERS

(1)

(2t

(5)

(4)

(1)

("t

(3)

PasaI 13
Penerbitan pers harus diselenggarakan oleh perusahaan
pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sifat-si-
fat idiil, diatur secare gotong-royong kekeluargaan
terpimpin sesuai dpngan k eten tuan -keten tuan Undang-

Undang dasar 1945 pasal 33.
Modal perusahaan pers harus seluruhnya modal nasional,
sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus seluruh-
nya werge-warga Indonesia.
Perusahaan pers dilarang memebrikan atau menerima ja-
sa,/ ban tuan /sumbangen kepada/dari pihak asing, kecuali
dengan persetujuan Pemerintah setelah mendengar Dewan
Pers,
Perusahaen pers diwajibkan menjadi anggote Organisasi
Persatuan Pers.

Pasal 14
Pimpinan seguatu penerbitan pers terdiri dari atas
Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan Perusa-
haan.
Yang dapat memegang sesuatu penerbitan pers, baik
Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun Pimpinan Per-
usahaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ada-
lah orang-orang yang tidak pernah tersBngkut dalarn ak-
si-tsksi kontra revolusi.
Pimpinan dan susunan perusahaan dalero keseluruhannya
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(4)

(5)

(4 )

(5)

(1)

(2\

(21

(3)

harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara. I:1I:*""
pengusaha, karyawan nt"l.t"*at" karyawan administrasr
/teinik dan karya!'ran pers lainnya' 

-.;i;;t;;"-urum, Pimpinan Redaksi dan Pimpina" P"t"-t: 
--.'n""1- i"t"a memahami benar-benar kedudukan dan fungsL

pers seperti yenq di;;k;ud dalam pasal 2 dan pasal 3

undang-undang ini '
;;;;;i-;r;..i l"i" untuk menjadi Pemimpin Umum' Pimpi-
nan Redaksi dan pimpinan Perusahaan diatur oleh Peme-

rintah bersama-gamB dengan Dewan Pers'

Pasal 15

Pemimpin Umum bertanggung jawab stas kesPluruhan pe-

.,Ltlii"" baik ke dalam maupun ke luar'
;;;;;;;""" pers asins tidaL dibenarkan didirikan di
dalam wi I ayah Republik Indonesia '
;;;;;" izin Pemerintah, pers 35ing daPat beredar di
I ndonesi a .
Pemerintah melarang masuk dan beredarnya pers aslng
y";; merugikan atiu mernbahayakan masyarakat' negara

dan revolusi Indonesia '
Keten tuan-keten tuan lebih lanjut mengenai tulisan ke-

;;J;';;;;"la redaksi vans lsin atau kepada penulisnva
yang bersangkutan '
DaIam memper tanggung j awabk an sesuatu tulisan terhadap
;;-k;;, eemimp l r,- umu'-, Pe'impil 1=9"lt.t ' ensgota Redsk-

si atau Penulisnya mempunyai hak tolak'

BAB VI
WARTAWAN

(1)

(2)

Pasal 16

Syarat-syarat untuk men J'ad i Hartaeran.ialah:
a, warga negara Indonesla i
b, memahami s"p=ttt.rnt'f" keiudukan ' 

funqsi dan kewajiban
pers sebagei tercantum dalam pasal 3 undang-undanq

ini;
c. berj iwa Pancasila dan tidak pernah berkhisnat ter-

hadap revo I us i i
d'memilikikecakapan'pengalaman,pendidikanakhlak

tinggi dan Per tanggunq j awa ban '
Keten tuan-keten tuan i"Uif' f "t'jt-'t 

mengenai wartawan di-
tetapkan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan

Pers.
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(1)

("t
(3)

PasaI 17
Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di
dalam gli I ayah Republik Indonesia'
;;;;;" izin Pemerintah, pers asinq dapat beredar di
I ndones i a
Pemerintah melaranq masuk dan beredarnya Pers as:'ng
y".g merugikan atau membahayakan masyarakat' negara
dan revolusi I ndonesi a '
ie ten tuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pers asing
Ji Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama de-
ngan Dewan Pers.
PJrwaki Ian kantor berita asinq dapat didirikan di In-
donesits setelah mendapat i:in dari Pemerintah'
Per',rakilan kantor be.ita asing dan penerbitan ssing
Indonesia harus terdaftar pada pemerintah dan Dewan

Pers.

PasaI 1B

NartaHan asing dapat melakukan pekerjaan keBartag'anan
di Indonesia dengan syarat-sytsrat:
a. me*akili sesuatu perusahaan pers di luar neqerr I

i, tiO"r memusuhi revolusi Indonesia;
c, Oisantan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan

Pers '
Keten tuan- keten tuan lebih lanjut mengenai wartawan

"ti"g-di"t"r 
oleh Pemerintah bersama-sama denqan Dewan

Pers.

BAB VI I
PERS DAN UIARTAI"JAN AS I NG

BAB VI I I
KETENTUAN P I DANA

(4)

(s)

(5)

(1)

(?|

Pesal 19

Setiap orang atau badan hukum yeng dengan cara apa

p,.rn u.ir. lingsu.rg atau pun tidak Iangsung ' melekukan "t1Y
menyuruh melakukan atau membantu per bua t an-per buatan di
luar hukum y"r,g ,='p"y"i akibat mengurangi/menia-dakan
jivra pasal 2 dan pasal 3 undang-undanq ini' dihukum dengan

it'rt a.rrn"r, penjara selama-lamanya satu tahun'
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(1)

(?l

(3)

(4)

(s)

(6)

Pasal 2O
a. Dalam masa perelihan keharusan mendapatkan Surat

Izin Terbit masih berlaku sampai adts keputusan pen-
cabutannya oleh Pemerinteh dan DPR (GR)-

b. Ke ten tuan -keten tuan mengenai Surat Izin Terbit da-
lam masa peralihan diatur oleh Pemerintah bersama-
sama dengan Dewan Pers.

Pemberian bantuen Pemerintah kePada Pers Nasional
seperti yang dilaksanakan sebelurB undang-undang ini
diundangkan, berjalan terus samptsi ada persturan baru
yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
undang-undang ini dundangkan, Pemerintah harus sudah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelsksenaan Undeng-
undang ini.
Perusahaan pers yeng telah ada pada saat mulai berla-
kunya undeng-undang ini dalam waktu 5 (tiqa) bulan
sesudah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan tersebut
dalam ayat (3) pasat ini, harus sudah menyesuaikan
bentuk, pimpinan den susunan perusahaannya dengan kP-
tentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sudah men-
daftarkan perustshaannya kepada Pemerintah dan Dewan
Pers .

Seorang yang pada waktu undang-undang ini diundangkan
sudah bekerja sebagai t.rartar',an sedikitnya 5 (tiga) ta-
hun , diakui sehagai wartawan.
Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini di-
atur oleh Pemerintah bersema-sama dengan Dewan Pers'

BAB IX
PERATURAN PERAL I HAN

BAB X

PENUTUP
Pasa I 21

Undang-undang ini disehut Undang-Undang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers.
Undang-undang ini
kan.

mulai aberlaku pada hari diundang-

(r)
(2)
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Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember L966
Presiden Republ ik I ndonesi a '

ttd.
SOE KARNO

Diundangkan di Jakar ta
pada tenggal 12 Desember 1.966

SekrPtaris Negara,

ttd,
MOCH, ICHSAN

2- Und ang{Jri dang b.4 / 1967

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun L967

merupakan penambahan terhadaP Undang-undang Nomor l1 tahun

1956 tentang Keten tuan-keten tuan Pokok Pers. Berikut ini'

mari kita lihat Undang-undang No. 4 tahun 1967 tersebut '

I'tr}A!H,'II'AG REPIS-I K IiIIXI'GS IA
l{rln4TAltl1967

TENTffi
PEt{*rB.t{qil t'llrfl'H.fiffLG

i(I n 11 Tett l L96b
TEHTfl'C

XETEI{TT'tr{-(ETETTT'il{ POXO( PERS

DEiGfl{ RAI+IAT TI.'flIII YAIE IIAI{fIESA
XrfIlI ' PEJABfIT PFEISID€H REPT B-IX IIIIXI|GSIA

Men i mbang :
Bahwe pase l 21 Bab X Penutup UndBng-undang No. ll Ta-
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hun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
ditambahkan dengan satu ayst untuk Iebih rnenegaskan
sanaan diktum pertama dari undang-undang terEebut '

Meng inga t :
1. Pasal 5 dan pasal 2Q Undang-Undang dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. xIX,zMPRS/t966i
3, Ketetapan MPRS No. XXXI l/I1PRS/!966i
4. Ketetapan I4PRS NO. XXXI ll/t1?RS/t966.

Dengan persetujuan Dewhn Perwakilan Rakyat Gotong
yong:

MEMUTUSKAN

ttd.
SOEHAR TO

Jenderal TNI

perlu
pe I ak-

Ro-

l4enetapkan;
Undang-undnag tPntang Undang-Undang No ' 11 Tahun

1966' 
Pasat t

(1) Pasal 2l bab X Penutup Undang-Undang No' 11 tahun 1966
tentang Ke ten tuan- keten tuan Pokok Pers ditambah dengan
ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berla-
ku ketentuan-ketentuan dalam PenetaPan PrPsiden No' 4

Tahun 1963 tentang Pengarnanan terhadap barang-barang
Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum,

khususnya mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar
harianr majalah-majalah dan penerbitan-oenerbi tan ber-
kaIa,

(2) Ayat (2) Pasal 21 undang-undang No. 11 Tahun 1966 ten-
tang Ke ten tuan- Keten tuan Pokok Pers menjadi ayat (3)'

Pasal 2
Undang-undang ini berlaku Pada hari diundanqkan '
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara' 

Disahkan di: Jakarta
Pada tanggal; 6 Mei 1957

PJ , PRESIDEN REPUBL I K INDONES]A i
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3. t ndang+rdang ilorcr ?tf lgtfIz

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun L982

ini merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun

1966 tentBng Keten tuan -keten tuan Pokok Pers sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun L967.

Singkatnya, Undang-undang nomor 21 tahun 1956 merupakan

perubahan kedua kalinya atas Undang-undang nomor 11 tahun

1956. Berikut inj kita tihat Undang-undang nomor 21 tahun

1982 i tu.

rr.DflH.T{)f5lG REPI'E-I K TI'IIXIESIA
Irrtilt 2r T*t'|l 1992

TEiTTfl'G
PER{.'BS{fI'I ATAS TTflXF.'H.F{I}aIIE

l'fr{n 11 TSiFI 1966
TEXTffi

XETENTI'AI{-XETENTTJS{
SFNEGiAIllffi TELff{ DII'B'I{ I'EICS'I I,fiDfTH,.iII'flC

iIr.rn 4 Tfl{tl 1967

IrE rGflil RflitlllT TUI{flll
PRESII'EII REPI.JB- I X

YAIG }I'rylESA
INIX]''ESIA

HEN I MBANG :

Bahwa untuk melaksanakan Ketetapan t'lajelis Pe'rmusya-
r,.raratan Rakyat Nomor IVll4PR/ L978 tentang 6aris-Garis Besar
Haluan Negara khususnya b.idang Penerangan dan Pers dipan-
dang perlu mengadakan Ketentuan Pokok Pers sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undeng Nomor 4 tahun 1967;

MEN6 I NGAT :

l. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1)' Pasal 28 dan PasaL
35 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapen Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IIIMPR
/1978 tentang Pedcrman Penghsytstan dan Pengamalan Panca-
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3
si I e;
Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat Nomor IVIMPR
/1978 tentang 6aris-Garis Besar HaIuan Negara i
Berdrijfsreglementeenings Ordonnantie Tahun 1934 Staat-
sblad tahun 1958 Nomor 85 tentang penyaluran Perusahaan
sebagaimana telah diubah dan ditambah;
Undang-undang Nomor 4 Pnps tahun 1963 tentang Pengama-
tan terhadap barang-barang cetakan yang Isinya daFat
mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963
Nomor ?3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2535);
Undang-undang No. 11 Tahun 1956 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara tahun 1966 Nomor
40, Tambahan Lpmbaran Negara Nomor ?815);
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1957 tentang Penambahan Un-
dang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Keten tuan -k eten -
tuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7,
tarnbahan Lembaran Negara Nonor ?8221 ;
Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Najib Dasar
Perusahaan (Lembaran Negsra tahun 1982 Nomor 7, tambah-
an Lembaran Negara Nomor 5214)'

Dengan Persetuj uan
DEWAN PERUJAK ILAN RAKYAT

REPUBLIK I NDONES I A
T,IEMUTUSKAN:

l'lenetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 1965 TENTANG I.IETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
SEBAGAIT4ANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOr.toR 4 TAHUN 1957 .

Pasal I
Ke ten tuan -keten tuan dan Undang-undang No' 11 tahun

1?66 tentang Keten tuan- k eten tuan Pokok Pers sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1957, diubah
lagi sebagai berikut;
1 . a. Isti l ah-isti I ah dal am Undang-Undang No. 11 tahun 1956

diubah sebagai berikut;
-"Alat RevoIusi" diubah menjadi "alat Perjuanqan Na-

siona I " ,
-"Alat penggeraL massa" diubah menjadi " alat Pengge-
rak pembBngunan bangsa " .

-"pengawal revolusi" diubah menjadi "pengawal ideolo

6

7

B
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b

gi Pancasi I a "
-"Pers Sosialis Pancasila" diubah menjadi "Pers Pan-
casila".

-"T.iga kerangka revolusi" diubah menjadi "Tujuan Na-
sione I " .

-"Progresif " diubah menjadi "konstruktif-progresif ",
-"Kontra revolusi" diubah rne'n jadi "menentang Pancasi-

-"berkhianet terhadap revolugi" diubah menjadi " ber-
khianat terhBdap Perjuangan Nasiona I " ,

-"Gotong-royong kekeluargaan terpimpim" diubah menja-
di "secara bersama berdasar atas asas kekeluargaao".

-"Rewolusj" diubah menjadi I'Per juangan Nasional"
-"Revolusi Pancasila" diubah menjadi "ideologi Pantra-
si. l a " .

Rumusan dalam undang-Undang No, 11 Tahun 1966 yang
berbllnyi "Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers"
diubah menjadi "Pemerintah setelah mendengar pertim-
bangan Devran Pers".

Ketentuan pasal I ayat (5) diubEh sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
Organisasi pers ialah organisasi wartawan, organisasi
perusehaan pers, organisasi grafika pers dan organisaeii
media periklanan yang disetujui Pemerintah'

Ketentuan pasal 1 ayat (1Q) diubah sehingga berbunyi
menjadi sebagai beri kut:
Pemerintah dalam undang-undang ini adalah Menteri Pe-
nerangan, kecuali dalam Pasal I ayat (6) dan ayat (9),
Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2)' ayat (S) dan ayat
(5), Pasat 9 ayat (?) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2),
Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No' 11 Ta-
hun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 4 tahun 1967 dan Undang-Undang Perubahan Kedua Un-
dang-Undang tentang Ke ten tuan-k eten tuan Pokok Pers, se-
dangkan dalam Pasal 13 ayat (6) PerDerintah adalah Men-
teri Penerangan dan Menteri Perdagangan dan Koperasi.

JuduI Bab II diubah sehingge berbunyi sebagai ber-iknt:
Tugas, Fungsi, Hak dan Kel.lajiban Pers.

2

3

4

5 ayat (2) diurhah sehingga berbunyi se-Ketentuan Pasa 1 2
bdgai berikut:
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Pers nasional bertugas dan berke,,eaj iban:
a. melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagai-

mana termaktub di dalarn Pembukaan Undnag-Undang
dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancas i I a;

b, memFerjuangkan Pelaksanaan amanat Fenderitaan rakyat
berlandaskan demokrasi Pancasila;

c, memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar ke-
bebasan perg yang bertanggung jawab;

d. menggelorakan semangat pengabdian bangsa, memperko-
koh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal ra-
sa tanggung jawab dan disiplin nasional ' membantu
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta meng-
gairahkan partisipasi rakyat dalam pembanqunani

e. memperjuangkan terwujudnya teta internasional baru
di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepen-
tingan nasional dan percaya Pada kekuatan diri sen-
diri dalam menjalin kerja sama regional dan interna-
sional khususnya di bidang Pers.

6. Pada Pasal 2 ditambah ayat (3) yanq herbunyi sebagai
berikut;
Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunant
pers berfungsi sebagai Penyebar informasi yang objek-
tif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi
dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol so-
sial yang konstruktif. Dalam haI ini perlu dikembangkan
interaksi positif entara pernerintah, Pers dan Masyara-
P,at.

7, Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
rikut:
Pers mempunyai hak kontrol r kritik dan
bersifat konstruk ti f '

sebagai be-

koreksi yang

8. Pada PasaI 6 diadakan perubahan sebagai berikut:
a. Ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggota Dewan Pers terdiri darj wakil orqanisasi
pers, wakil Pemerintah, dan wakil masyarakat dalam
hal ini ahli-ahIi di bidang pers serta ahli-ahli di
bidang I ain;

b. Ayat (5) diuEah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kedudukan tugas, fungsi dan wewenang, jumlah dan su-
sunan anggotar syarat-gyarat keanggotaan serta pe-

93



ngangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan
Peraturan Pemerin tah.
Ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penunjukan ahli-ahli di bidang pers dan ahli-ahli di
bidang laj.n dilakukan oleh Pemerintah setelah men-
dengar organisasi-organisasi persl
Ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ke ten tuan -k etan tuan Iain tentanq Dewan Pers yang be-
lum diatur dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan
oleh l'lenteri Penerangan setelah mendengar pertimban-
gan Dewan PPrs.

9, Ketentuan Pasa I 7 aya+-

diubah

(3) d i hapus ,

lQ,PaEal
rikut:
Setiap
oran9
badan
den g an

E ayat ( 1) sehingga berbunyi sebagai be-

c

d

Harga negara mernpunyai hak untuk bersama orang-
lain mengusahakan Penerbitan pers dan mengelola
usahanya berdasar atas asas kekeluargaen sesuai
hak i kat Demokrasi Pancasila

tl.Penjelasan Pasa l
jeIas".

I dihapus dan diganti dengan "cukup

12.Ketentuan Pasal 1O ayat (1) dan ayat (2) diubah se-
hingga berbunyi sebagai berikutr
(1) Pemerintah daPat menerbitkan satu harian dalam ba-

hasa Indonesia dan satu harian dalam setiap bahaEia
asi ng '(2) Penerbi tan- Pener bi t an berkala Pemerintah yang bersi
fat informatoris dan keahl ian dapat dikeluarkan
oleh depa r temen-depar temen / I embaga- I embaqa Pemerin-
tah non depertemen, instansi-instansi Pemerintah
yang diatur oleh Menteri Penerangan.

13, Pada Pasal 15 ditambah ayat (5) dan ayat (6) yang ber-
bunyi sebagai beri kut:
(5) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh

perusahaan pers memerlukan surat Izin Usaha Pener-
bitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dike-
luarkan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang
SIUPP akan diatur oleh Pemerintah setelah menden-
gar pertimbangan Dewan Pers.

(6) Media periklanan merupakan salah satu unsur penun-
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15.

jang yang penting dalam pengembangan us;aha Fers.
Ke ten tuan-k e ten tuan mengenai mediB periklanan ekan
diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertirn-
bangan Dewan Pers.

Pada Pasal 15 ditambah ayat (6) dan ayat (7) yang ber-
bunyi sebagai berikut:
(5) hlartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewa-

jiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jaba-
tan, alamat atau identitas lai.nnya dari orang yang
menjadi sumber inforrnasinya, mpmpunyai Hak Tolak,

(7) Keten tuan-keten tuan tentang Hak Tolak akan diatur
oleh Pemerintah setel,ah ,nendengar pertimbangan De-
wan Pers.

15, Pada
y ang
y ang
(1)

(2)

Bab V sesudah Pasal 15 ditambah dengan ketentuan
dijadikan Pasal 15a terdiri dari 3 (tiga) ayat

berbungi. sebagai ber i ku t;
hak Jawab merupal,an hal,. seseorang, organisasi ba-
dan hukum yang merasa dirugikan oleh tulisan dalam
sebuah atau beberapa penerbi tan pers, untuk memio-
ta kepada pernerb-it pers yang bersangkutan agar
penjel asan dan tanggapannya terhadap tulisan yang
disiarkan atau diterbitkan dimuat di Fenerbi.tan
pers tersebut.
dalam batas-batas yang pantas penerhitan pers wa-
jib memenuhi perrnintaan masyarakat pembbcanya yang
akan menggunakan hak jawab.
ketentuen-ketentuan lebih lanjut tentang Hak Jawab
akan diatur oleh pemerinttsh setelah mendengar
pertimbangan Dewan Pers,

TJ,l

Pada Pasal l7 diedakan perubahan sebagai berikut:
Pada eyat (2), (5), (4) sebelum perkataan "pers asing"
ditambah perkataan "penerbitan" dan pada ayat (6) an-
tara perkataan "penerbitan" dan "asing" ditambah per-
kataan " pers" .

-to.

17, Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hu-

kum menggunakan penerbitan pers untuk kePentingan
pribadi atau golongan, dan mengakibatkan penyele-
r,rengan atau hambatan terhadap tugas, fungsi, hak
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lB.

dan keeJejiban pers dimaksud dalam Pasal 2 dan Pa-
sal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1957 dan Undang-
undang perubahtsn Kedua Undang-undang tentang Ke-
ten tuan- keten tuan Pokok Pers, dipidana dengan pi-
dana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan
atau dengan sebanya k-banyts k nya Rp, 40.OOO.OOOTOO
(empat puluh juta rupiah).

(2) Barang siapa yang menye I enggara kan penerbitan pers
tanpa SIUPP seperti dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(5) Undang-undang No. 11 tahun 1966 sebagaimana
telah diubeh dengan Undang-undang No, 4 tahun 1957
dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang
Tentang ke ten tuan- Keten tuan Pokok Pers, dipidana
dengan pidana kurungan sel ama-larnanya 3 (tige)
bulan dan atau denda sebanya k -banya knya Rp
1O,OOO.QOO,OQ (sppuluh juta rupiah) '

Pada PasaI 20 diadakan perubahan sebagai berikut:
a, Ketentuan ayat (1) dihapus,
b, Ayat (2) menjadi ayat (1).
c, Ayat (3) menjadi ayat (2) yang berbunyi sebagai be-

rikut:
Peraturan perundang-undangan pelaksana Undeng-un-
deng No, 11 tahun 1966 sebagaimana telah diubah det-
ngan Undang-undang No, 4 tahun 1967 dan Undeng-un-
dang Perubahan Kedua Undang-undang tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok Pers, sudeh harus dikeluarkan
dalam waktu secepatnya.

d. Ayat (4) menjadi ayat (3) yang herhunyi sebagai be-
rikut;
Perusahaan pers yang telah ada Pada saat mulai ber-
Iakunya Undang-undang ini dalam waktu 6 (enam) bu-
lan sesudah dikeluarkan peraturan Perundang-un-
dangan pelaksanaannya seperti tersebut dalam PasaI
20 eyat (2) Undang-undang No' 11 Tahun 1966 seba-
gairnane telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Ta-
hun 1957 dan undang-undang Perubahan Kedua Undang-
undang tenteng Ke ten tuan-k e ten tuan Pokok Pers khu-
susnya yang menyangkut perusahaan persr harus sudah
menyesuaikan bentuk pimpinan dan susunen perusa-
haannya dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-un-
dang dimaksud, serta mendaftarkan perusahaannya ke-
pada Pemerintah dan Dewan Pers,
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Pasal 2
Undang-undanq ini dap3t disebut Undang-undanq Peruba-

han Kedua Undnag-undanq tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pers dan mulai berlaku pBda tangqal diundangkan.

Agar suPaya setiap orang mengetahuinya, memrintahkan
p"r,gt.rn-"r,q"n Undang-Llndang ini dengan Penempatannya dalam
Lembaran Negara Republ ik Indonesia '

e Ayat (51 dan ayat (6) menjadi ayat (4) dan ayat
(s).

Ditetapkan di 'Iakartapada tanggal 2Q September L982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2Q SePtembPr 1982

T4ENTER I SEKTRETARIS NEGARA 
'

ttd,
SUDHART'4ONO, S.H

4- Pasel-Pasal lhdang-undang Xetentuan Po&,ok Pers Se-

suai dengan lt fI} 1111965, t.fl lL 4/1967 dan llJ

iE zlr tlr&l

Bunyi pasal-pasal Undang-undang tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pers Nomor 11 Tahun 1956 yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi

dpngan Undang-undang Nomor ?1 tahun 19BZ maka bunyi pasal-

iiilil( uii it -,.,:;i;..

tiiiP ['irl'i'r
.;.AN
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pasal jtu aken menjadi berikut ini,

BAB I
KETENTUAN UI,4UM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
(1) Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat penggerak per-

juangan Nasional yang mempunyai karya sehagai salah
satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa
penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi
atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sen-
diri berupa percetakan, alat-aIat foto, klise, mesin-
mesin stensil atau aiat-alat teknik lainnya,

(2) Perusahaan Pe,rs ialah perusahaan suratkabar harian,
penerbitan berkala, kantor berita, hul letin dan lain-
iain seperti yang tersebut ayat (6), (7) dan (A)
da I arn pasa I ini .

(3) Ker,.rartawanan ialah peker jaan,/kegiatan,/usaha yang sah
yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan
penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasanr gam-
bargarnbar dan lain-lain sebagainya perusahaan pers,
radio, televisi. dan fi Im.

(4) trlartawan ialah karyawan yang melakukan pekerjaan ke-
wartawenan seperti yang dimaksud dalam ayat (3) pasal
ini secara kontinu,

(5) Organisasi Pers ialah organisasi wartawan dan organi-
sasi perusahaan pers, organisasi qrafika Fers dart or-
ganisasi media periklanan yang disetujui pemerjntah,

(6) Kantor berita adalah pusat pengumpulan dan karangan-
karangan guna melayani harian, penprbitan berkala, si-
aran-siaran radio, televisi, instansi-instansi peme-
rintah, badan umum dan syrasta lainnya yang usahanya
rneliputi segala perwujudan kehidupan masyaral,,at Indo-
nesia dalBm tata pergaulan dunia,

(7) Suratkabar harian ialah penerbitan setiap hari atau
sekurang-kurangBya enam kal i seminggu.

(B) Penerbitan berkala ialah penerbitan lainnya yang di-
terbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-ku
rangnya tiga bulan sekali.

(9) Yang dimaksud dengan surat kabar,/berkala Pemerintah
ialah suratkabar/berkala yang didirikan atas inisiatif
dan yang dibiayai oleh Pe'merintah,
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(1O)Pemerintah datam undang-undang ini adalah lulenteri pe-
nerangan, kecuali dalam PesaI 1 ayat (6) dan ayat (9),
Pasal ? ayat (3), Pasal 6 ayat (?), ayat (S) den ayat(5), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), pasal 1Cl aytst (Z),
Pasal 12 dan PasaI 2Q ayat (1) Undang-Undang I'Jo. ll
Tahun 1966 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No, 4 tahun L967 dan Undang-Undang perubahan
Kedua Undang-Undang tentanq Keten tuan- k pten tu an pol..ok
Pers, sedangkan dalam Pasai 1S ayat (5) pemerintah
adelah Menteri Penerangan dan lulenteri perdagangan dan
Koperas i .

BAB II
TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEHAJIBAN PERSpesal z

(l) Pers Nasional adalah alat revolusi dan merupakan media
messa yang bersifat ektif, kreatif, edukatif, information
dan mempunyai fungsi kemEysarakatan pendorong dan pemupuk
dtsya pikiran kritis dan progressif meliputi segala per!.ru-
judan kehidupan masyarakBt Indonesia.
(2)Pers Nasional bertugas den berkEwajiban:

a. melestarikan dan mermasyarakatkan PancaEila sebagai
mana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan Pedomsn Penghayatan dan pengarnal-
an Pancasilal

tt. memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat
berlandaEkan demokrasi Pancasi Ia ;

c. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar ke-
bebasan pers yang bertenggung jawab;

d. menggelorakan semangat pengabdian hangsa, memperko-
koh persatuan dan kesatuan nasional, mempertehal ra-
sa tanggung jawab dan disiptjn nasional, me,mbantu
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta meng-
gairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunani

e. memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru
di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepen-
tingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sen-
diri dalam menjalin kerja sama regional dan interna-
sional khususnya di bidang pers.

(3)Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pembangunan,
pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objek-
tif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi
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dan partisiFaEi masyarBkat serta rDel akukan
sial yang konEtruktif. dalam hal. ini perlu
interaksi positif antara pemerintah, Perrs
kat.

Pasal 3
PerE mempunyai hak kontrol, kritik dan

bersifat konstruktif.

kontrol so-
dikernbangkan

dan Masyara-

koreksi yang

Ter had e p
pembreidelan.

(1)

(2t

Kebebasan pers
dijamin.
Kebebesan pers
nasional dan
undang ini.

Pers
Pasal 4

Nasional tidak dikenakan sensor dan

Pasal 5
sesuai dengan hak asas.I. l.|arganegera

ini didasarkan atas tanggung jawab
pelaksanaan pasal 2 dan pasal 5 undang-

BAB III
DEbIAN PERS

(11

(?l

(3)

(4)

(s)

Pasal 6
Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membi-
na pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, diben-
tuk devran Pers ,
Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi
pers, wakil Pemerintah, dan nakil masyarakat dalam
hal ini ahli-ahli di bidang pers serte ahli-ahli di
bidang I ain i
Kedudukan tugas, fungsi dan wewenang, jumlah -dan su-
sunan anggota, syarat-syarat keanggotaan serta pe-
ngangkatan anggota Dewan Pers akan diatur dengan
Peraturan Pe,Derintah,
Penunjukan ahli-ahli cti bidang pers dan ahli-ahli di
bidanq lain dilakukan oleh Pemerintah setelah men-
dengar organisasi-erganisasi persl
Ketentuan-ketantuan lain tentang Dewan Pers yang be-
lr-rm diatur dalam Peraturan pemerintah ditetapkan
oleh Menteri Penerangan se+.elah mendengar pertimbang-
an De,,ran Pers.

Pasal 7
(1) Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan.
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(2) Pemimpin Harian Dewan Pers dipitih dari dan oleh ang-
gota-anggota Dewan Pers.

BAB IV
HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS

(1)Setiap
orBn9
badan
deng an

(2) Untuk

(1)

Pasal I
warga negara mempunyai hak untuk bersama orang-
laii mengusahakan penerbitan Pers dan mengelola
u-=ahanya t,erdasal ata= a-aas keheluargaan =e=uairrit iIat Demokrasi Pancasi Ia,
ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit'

tz )
(3)

Pasa I 9
Untuk menyempltrnakan pemberian ke dalam dan keluar
negeri badan-badan pers kolektif dapat mendirikan
kentor berita.
Pemerintah daPat mendirikan sebuah kantor berita'
haI-hal yanq menyangkut Persoalen kantor berita diatur
dengan Peraturan Pemer in tah.

Pasal 10
Pemerintah dapat menerbitkan satu harian dalam ba-
hasa Indonesia dan satu harian dalam setiap bahisa
asing.
Penelhi tan-Fenerbi tan berkala Pemerintah yang bersi-
fat irformatoris dtsn keahlian daFat dikeluarkarl
oleh departemen-departemen/ lemEraga-lemhaga Pemerin-
tah non dePertemen, instansi-instansi Pemerintah
yang diatr-tr oleh tlenteri Peneranqan '

Pasa I 11
pers yang bertentangan dengan Panctssila

nanc bertcl ah dari pahai'r lic'munisnel'l'larr-
dilaiang.

(1)

(2\

Penerbi tan
seFErt-i - halnYa
i sme-LeBln ISme

PasEl 12
Jika dianggap perlur Pemerintah memberikan bantuan

kepadts Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas Lrntuk' ter-
jaminnya kehidupan dan Fenqhidupsn pers'



(1)

BAB V
PERUSAHAAN PERS

Pasal 15
Penerbitan pers harus diselenggarakan oleh Ferusehatsnpers berbentuk badan hukum yang mengutamakan sjfat-si-
fat idiil, diatur secara gotong-royong kekeluargaan
terpimpin sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-
Undang dasar 1945 pasal 33,
Modal perusahaan pers harus seluruhnya modal nasional,
sedang pendiri-pendiri dan penguruqnya harus seluruh-nya warga-warga Indonesia.
Perusahaan pers dilarang memberikan atau menerima ja-
salbantuan/sumbangan kepada,/dari pihak asing, kecuali
dengan persetujuan Petnerintah setelah rnendengar Dewan
Pers,
Perugahaan pers diwa_iibkan menjadi anggota OrganisasiPersatuan Pers.
Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh
perusahaan pers memerlukan surat Izin Usaha pener_
bitan Pers selanjutnya disingkat SIUpp yang dike-
luarkan Pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang
SIUPP akan diatur oleh Pemerinttsh seteleh menden-
gar pertimbangan Degran Pers.
Media periklanan merupakan salah satu unsur pe,nLln-jang yang penting dalam pengernbengan usaha pe,rs,
Keten tuan-k e ten tuan mengenai media perit. lanan akan
diatur oleh Pemerintah setelah mendengar pertim-
bangan Dewan Pers.

Pasal 14
Pimpinan sesuatu penerbi tan pers terdiri dari atas
Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan pimpinan perusa_
haan.
Yang dapat memegang sesuatu penerbitan pers, baik
Pimpinan Umum, Pirnpinan Redaksi ataupun pimpinan per-
usahaan spperti dimaksud dalam ayat (1) Frasal ini ada-
lah orang-oranq i-ang tidak pernah tersangkut dalam ak-si-aksi kontra revolusi,
Pimpi.nan dan susunan perusahaan dalam keseluruhannya
harus bersifat kekeluargaan terpimpin antara karyawan
pengusah€, karyarden brartar"ran, karyawan administrasi
/teknik dan karyawan pers lainnya,
Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi dan pimpinan perusa-

\z)

(3)

(4)

(s)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)
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hEan harus memahami benar-benar kedudukan
pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2
undang-undang ini.

(5) Syarat-syerat lain untuk menjadi Pernimpin
nan Redaksi dan pirnpinan Perusahaan diatur
rintah berEama-gama dengan Dewan Pers.

dan fung s i
dan Fasal 5

Umum, Pimpi -
oleh Peme-

(1)

(2t

(2\

(3)

Pasal 15
Pemimpin Umum bertanggung jawab atas keseluruhan Fe-
nerbitan baik ke delam maupun ke Iuar,
Perusahaan pers asing tidak dibenarkan didirikan di
dalam urilayah Republik Indonesia,
Dengan izin Pemerintah, Fers asing dapat beredar di
Indonesia.
Pemerintah melereng masuk dan beredarnya pers asing
yang merugikan atdu membahayakan masyarakat, negara
dan revolusi I ndonesi a .

Ke ten tuan -k eten tuan lebih lanjut mengenai tulisan ke-
pada anggota redaksi yang l.ain atau kepada penulisnya
yang bersangkutan.
Dalam memper tanggung j awa bk an sesuatu tulisan terhadap
hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, anggota Redak-
si atau Penulisnya mermpunyai hak tol6k.
hlartawan yang karena pekerjaannya mempunyai kewa-
jiban menyimpan rahasia, dalam hal ini nama, jabat-
an, alarnat atau identitas lainnya dari orang yang
menjadi sumber informasinya, mempunyai Hak Tolak.
Ketentuan-ketentuan tentang Hak Tolak akan di.atur
oleh Pemerintah setelah mendengar Fertimbangan De-
wan Perg,

Pasal 15a
hak Jawab merupakan hak seseorang, organisasi ba-
dan hukum yang merasa dirugikan oleh tuLisan dalam
sebueh atau beberapa penerbitan pers, untuk ,nemin-
ta kepada penerbit perg; yang bersangkutan agar
penjelasan den tanggapannya terhadap tulisan yang
disiarkan atau diterbitkan dimuat di penerbitan
pers tersebut,
dalam batas-bates yang pantas penerbjtan pers wa-
jib memenuhi permintaan masyerakat pembacanya yang
akan menggunakan hak jawab,
k eten tuan -k eten tuan lebih lanjut tentang hak Jawab
akEn diatur oleh pemerintah setelah mendengar

(4)

(s)

(6)

(7 )

(1)

(2)

(3)
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per t i.Bbang an Det4an Pers,

BAB VI
UIARTAh'AN

Pasa I 16
(1) Syarat-syarat untuk menjadi wartanan ialah:

a. Harga negara I ndonesi a i
b. memahami sepenuhnyB kedudukan, fungsi dan !,enajiban

pprs sebagai tercantum dalam pasal J undang_undang
ini;

c, berj iwa Pancasila dan tidak Fernah berkhianat ter_
hadatr revolusi;

d, memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan akhlak
tinggi dan pertanggungjawaban.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan di_tetapkan oleh Pemerintah bersarna-=ama dengan Dewan- Pers.
BAB VI I

PERS DAN I^,ARTAWAAI AS ING

(1)

(?)

(3)

Pasa I 17
Perusahaan pers asinq tidak dibenarkan clidirikan di
dalam wi I ayah Republjk Indonesia.
Dengan izin Pemerintah, penerbitan pers asing dapat
heredar di Indonesia.
Pemerintah melarang rnasuk dan beredarnya penerbitan
Fersl asing yang merugikan atalr membahayakan masyara_
kat, negara dan reyolusi Indonesia_
Keterntuan-ketentuan lebih lanjut mengentsi penerbitan
pers asing di Indonesia diatur oleh pemeri.ntah bersa_
ma-sama dengan Derwan Pers.
Perwalii lan kantor berita asing dapat didirikan di In-
donesia spte.l,ah mendapat izin dari pemerintah,
Perwakilan kantor berita asing dan penerbitan pers
asing Indonesia harus terdaftar pada pemerintah dan
Dewan Pers.

Pasal 18
Hartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawenan
di Indonesia dengan syarat-syarat;
a. mewakili sesuatu perusahaan pers di luar negeril
b. tidak memusuhi revolusi Indonesia;
c. disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Denan

(s)

(5)

(4)

(1)

104



Pers.
(2) Ketentuan-ketentuan leErih J.an jgrt mengenai.

asing diatur oleh Pemerintah bersars3-5"ra
Pers.

BAB VI I I
KETENTUAN P I DANA

Pasal 19
Barang siapa dengan sengaja dan se,cara melakJan hu-
kum menggunakan penerbitan pers untuk kepentinganpribadi atau golongan, dan mengakibatken penyele-
wengan atau harnbatan terhadap tugas, fungsi, hak
dan kelrajiban pers dimaksud dalarn pasal Z dan pa-
saI 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1957 dan Undang-
undang perubahan Kedua Undang-undang tentang Ke-
tentuan-ketentuan Pokok pers, dipidana dengan pi-
dana penjara selama-larnanys 4 (empat) tahun danatau dengan sebanyak - banya k nya Rp,40.OOO,OOOTOO
( empa t puluh juta rupiah),
Barang siapa yang menyelenggarakan penerbitan pers
tanpa SIUPP seperti dirnaksud dalam pasal 1S ayat(5) Undang-undang No. 11 tahun 1966 s;ebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967
dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-Lrndang
Tentang Ke,tentuan-Ketentuan pol..ok pers, ditridana
dengan pidana kurungan selama-lamanya S (tiga)
bu.l,an dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
IO. QOO. OOO r OO (sepuluh juta rupiah),

BAB IX
PERATURAN PERAL I HAN

Pasal 20
Pemberian bantuan Pemerintah kepada pers Nasional
seperti yang dilaksanakan sebelum undang-undang inidiundangkanr berjalan terus sampai ada peraturan baruyang ditetapkan oleh Pernerintah.
Peraturan perundang-undangan pe I aksana Undang-un-
dang No, 11 tahun 1965 sebagaimana telah diubah de-
ngan Undang-undang No. 4 tahun 1957 dan lJndang-un-
dang Perubahan Kedus Undang-undang tentang Keten-
tuan-ketentuan Pokok pers, sudah harus; dikeluarkan
dalam wal,.tu secepatnya.
Perusahaan pers yang telah ada pada saat mulai ber-
lakunya Undang-undang ini dalarn waktu 6 (enam) bu-lan sesudah dikeluarkan peraturan perundang-un-

eJartwan
dengan Dewan

(1)

(2\

(1)

(21

(3)
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(4)

(5)

d3ngan pelaks;anaannya seperti tersebut dalam Pasal
20 eyat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1966 sebe-
gainana telah diubah dengan Und€ng-undang No. 4 ta-
hun 1967 dan Undang-undang Perubahan Kedua Undang-
undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers khu-
:iuEinya yang menyengkut perusahaan perrs, harus sudah
menyesuaikan bentuk pimpinan dan susun3n peruse-
haannya dengan ketentuan-k eten tuan dalam Undang-un-
dang dimaksud, serta mendaftarkan perusahaannya ke-
pada Pemerintah dan Dexan Pers.
Seorang yang pada waktu undang-undang ini diundengkan
sudah bekerje sebagai leartawan sedikitnya 5 (ti9a) ta-
hun, diakui sebagai HartaBan,
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini di-
atur oleh Permerintah bersama-sama dengen Dewan Pers,

BAB X

PENUTUP
Pasal 21

Undeng-undang ini disebut Undeng-Undang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers.
Dengan berlakunya undang-undang ini, maka tidak berla-
ku k eten tuen-k eten tuan delam Penetapan Presiden No. 4
Tahun 1963 tenteng Pengamanan Terhadap Barang-barang
Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiben Umum
khususnya mengenai buletin-buletin, surat-su r atkabar
harian, majalah-najalah dan penerbitan-penerbiten
berkala.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Demikianlah perDbicaraan kita mengenai Undang-undang

(r)

t2)

(5)

tentang Ketetuan-k etentuan pokok Pers yang teleh mengalami

tiga kali penyesuaian denqan perkembangan kehidupan bengsa

dan negara Republik Indonesia. Untuk ,nasa yang aken datang

kalau Undang-undang itu dirasekan tidak cocok lagi dengan

perkembangan pers di Indonesia tentu bukan tidak mungkin

diadakan penyesuai an / perubahan lagi. Sampai saat ini un-

dang-undang yang terakhir tentang keten tuan-keten tuan

Pokok Perrs adalah Undang-undBng Nomor 21 tahun 1?82.
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D- Xode Etil Jurnel igtit
Kalau kita ingin memaharni "Kode Etik Jurnalistik',

secara garDblang dari segi bahasa maka dapat dilihat dari
masing-masing kata kode. etik dan I Urnalis tik. Kate t-eE€.

dapet diartikan sistem pengaturan, kata etik dapat pula

diartikan norna-norma prilaku sedangken kete iurnal istik
dapat diartikan dengan kerHartar.ranan . Artinya kode eti&
jurnalistik adalah seperangkat aturan untuk mengatur

wartaHan dalam kegiatannya sehari-hari ( kesartEyranannya ) .

Kode etik jurnalistik dibuat oleh wartarran sendiri
melalui kongresnya. Jadi, aturan-aturan untuk mengatur

prilaku wartaHan dibuat wertawan sendiri bukan dibua.t oleh
pihak lain untuk mengatur tingkah laku wartar,{an. Dengan

dibuatnya kode etik jurnalistik oleh wartabran itu sendiri

untuk mengatur dirinya, ini menunjukkan bahroa adanya suatu

kesadaran yang datang dari warteHan utnuk mengatur diri-

nya. Nartaxan Indonesia sadar dalem rnelakukan kegiatan

sehari-harinya perlu suatu perangkat aturan egar kegiatan

keraartawanannya dapat berjslan dengan sebaik-baiknya.

Inilah yang dikatakan oleh llahbub Junaidi behrla Kode Etik

Jurnelistik adalah polisi bikinan sendiri,

Kesadaran itu memperlihatkan bahrea Kode Etik Jurna-

listik dilahirkan oleh xartawan atas kemauannya sendiri.

Karena itu pula Kode Etik Jurnalistik akan ditaati atas

kemauannya sendiri. bagi kalangan pers, dengan adanya kode

etik jurnalistik yang meny€rrtai kerja profesinye setiap

hari, dapatlah dianggap sebagai jaminan bahwa wartawan
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tidak akan bertindak sesuka hatinya.

Kode Etik Jurnalistik yanEl dibiuat oleh wartapan

sendiri bukan oleh pihak lain nenuniukkan bahna pers itu

aeaerlukan otonoai sendiri. Jakob Utaaa seperti yang

dikutip Sunardi D.ll (dalaa T. Ataadi, Editor, 1885:135)

Denegaskan sebagai leubaga perlu ueapunyai otononi. Bagian

yanE otonoD dan otononi itu diperlukan untuk bisa DenElea-

Eandkan kreatifitas di bidang jurnalistik dan juga DenEeD-

banEikan dasar dan cara kerja yangl sehat di segi konersial-

nya. YanE! dimaksudkan dengan otononi ialah bahwa suratka-

bar sebagai leubaga tidak diletakkan secara orElanisatoris

di bawah leubaga Iain ternasuk Penerintah.

Adanya otonoai. dalan kegiatan Pers dan jurnalistik

itu aeuperlihatkan bahra jurnalistik adalah Pekerjaan yanEl

Deninta kebebebasan dan pada sisi lain aeaerlukan tanggunE

jawab. Karena itulah pers di Indonesia lebih tepat dengan

sebutan pers yang bebas dan bertanggunE ianab. Dja'far H.

Assegaft (dalau Yurnaldi, Editor, 1992b:129) neneElaskan

bahwa tanpa kebebasan seoranEl erartawan sulit bekerja dan

kebebasan saja tanpa disertai tanggung iawab akan nudah

partawan terjerunus ke dalaa Praktek yang kotor dan ueren-

dahkan harkat dan aartabat uanusia. Untuk itulah dibutuh-

kan Kode Etik Jurnal ist i k.

Untuk pertama kalinya Kode Etik Jurnalistik dirunus-

kan pada konferensi PtlI di l'lalang pada nasa revolusi tahun

1947. Kode Etik Jurnalistik yang dianggaP masih kurang

senpurna diperbaharui dan disenPurnakan laEli di Jakarta
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pada tahun lila puluhan. Kode Etik pl{I nenElalaui pula
perubahan-perubahan dan perbaikan sehingga saupai kepada

Kode Etik Jurnalistik Pt{I yanE sekarang.

Untuk neaahaai isi Kode Etik Jurnalistik persatuan

llartawan Indonesia dari penbukaan, pasal dan ayat-ayatnya

dapat kita Iihat Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan dan

disahkan pada Sidang Gabungan PenEurus pusat dan Badan

Pengawasan dan Perkenbangan Pl{I di Batan, Z Deseober 1gg4

(Sahar BS, 1996:3-7) berikut ini.

[,ODB E?If, JURXAIISTIK

Penbukaan
Bahna sesunEEluhnya salah satu gerwujudan keaerdekaan

Negara Republik Indonesia adalah kenerdekaan nengeluarkan
pikiran secara lisan dan tulisan sebagaimana diananatkan
oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh sebab itu, kenerdekaan pers
wajib dihornati oleh senua pihak.

Hengingat Negara Republik Indonesia adalah neElara
yang berdasarhan atas hukun sebagaiuana diauanatkan dalaa
penjelasan UUD 1945, seluruh wartawan Indonesia nenjunjunEl
tinggi konstitusi dan nene(akkan pers yang bertanEgung
jawab, ueuatuhi norlra-norua profesi kenartawanan, neuaju-
kan kesejahteraan uaun dan nencerdaskan kehidupan bangsa,
serta aenperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan keaerde-
kaan, perdanaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan
Pancasila.

llaka atas dasar itu, deni tegaknya herkat, aartabat,
inteElritas dan uutu kewartapanan Indonesia (plII) Denetap-
kan Kode Etik Jurnalistik yan! harus ditaati dan dilaksa-
nakan oleh seluruh Hartawan Indonesia.
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BAB I
Eepribadian dan Integritas

Pasal 1

l{artaran Indonesia berinan dan bertaqwa kepada Tuha
Yang ltaha Esa, berjina Pancasila, taat kepada UUD 1g4S,
kesatria, tenjunjung tinggi harkat dan aartabat uanusia
dan IingkunEannya, nenElabdi kepada kepentinElan banEsa dan
neglara serta terpercaya dalan DenEeaban profesinya.

Pasa1 2
Hartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggunEl jawab

dan bijaksana neapert inbangkan patut tidaknya nenyiarkan
berita, tulisan atau Eanbar yanE dapat neubahayakan kese_
lanatan dan keananan neElara, persatuan dan kesatuan bang_
sa, nenyinglrung perasaan aElaaa, kepercayaan atau keyakinan
suatu goLongan yanEl dilindungi oleh undang-undang.

Pasal 3

llartawan Indonesia tidak aenyiarkan berita, tulisan
atau ganbar yanEl renyesatkan, nenutarbalikkan fakta, ber_
sifat fitnah, cabuI, sadis dan sensasi berlebihan.

Pasal 4
l{artawan Indonesia tidak aeneriaa inbalan untuk

nenyiarkan atau tidak nenyiarkan berita, tulisan atau
gaabar yanEl dapat nenduntungkan atau Derugikan seseoranEl
atau sesuatu pihak.

BAB II
Cara Pelberitaan

Pasal 5
l{artawan Indonesia nenyajikan berita secara beriubang

dan adil, DenElutaEakan keceraatan dari kecepatan serta
tidak nencaapuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan
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berisi interpretasi dan opini Hartawan agar disaj ikan
dengan aenggunakan naaa jelas penulisnya.

Pasal 6

llartanan Indonesia aenElhortrati dan senjunjunEl
kehidupan pribadi dengan tidak uenyiarkan berita,
atau gaabar yanE Deru8ikan naaa baik atau perasaan
seseorang, kecuali Denyangkut kepentinElan umun.

IliII[,I( UF

l.Y;;:,

t inggi
tu l isan

sus i 1a

Pasal 7

llartanan Indonesia dalaa ueuberitakan peristiwa yang
diduEla nelakukan pelanggaran hukum atau proses peradilan
harus aenghornati asas praduEla tak bersalah, prinsip adiI,
jujur dan penyajian yanE berinbang.

Pasal 8

llartaHan Indonesia dalaa raenberitakan kejahatan
susila tidak aenyebutkan naua dan identitas pelaku kejaha-
tan yan€l nasih di bawah umur, dilarang.

llartawan
isi ber ita .

Pasal 9

Indonesia aenulis judul yang uencerainkan

BAB III

Pasal 10

llartawan Indonesia neneapuh cara yan4 sopan dan
terhornat untuk nenperoleh bahan berita, gaubar atau
tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada suaber
berita.

Pasal 11

t{artanan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepat-
nya neneabut atau Eeralat setiap penberitaan yang kemudian

ternyata tidak akurat, dan uerberi kesenpatan hak jawab

I
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secara proporsional kepada sunber dan atau objek berita.

Pasal 13

l{artawan Indones.ia tidak uelakukan tindakan palaEliat,
tidak renElutip berita, tulisan atau EaEbar tanpa nenyebut
suaber.

Pasal 14

llartawan Indonesia harus aenyebut suaber berita,
kecuali atas perEintaan yang bersanEkutan untuk tidak
disebut naaa dan identitasnya sepanjanEl aenyanltkut fakta
dan data bukan opini.

Apabila naaa dan identitas suuber tidak disebutkan,
segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersanEkutan.

Pasal 15

l{artawan Indonesia EenElhorDati ketentuan eDbarElo,

bahan latar be1akanE, dan tidak uenyiarkan inforaasi yang

suaber berita tidak diaasukkan sebagai bahan berita serta
tidak nenyiarkan keterangan "off the record' atau kesenpa-
tan denElan suaber berita.

BAB IV
Kekuatan Kode Etik Jurnalistik

Pasal 12

l{artawan Indonesia neneliti kebenaran bahan
dan aenperhatikan kredibilitas serta koapetensi
berita.

Pasal 16

l{artawan Indonesia uenyadari sepenuhnya bahna
taan Kode Etik Jurnalistik ini terutaaa berada pada

nurani aas ind-Eas ing .

berita
ber ita-

pena-
hat i
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Pasal 17

Tartanan Indoaesia renEfakui bahna penganasan' dan
penetapan sangsi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik
ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan t{arta-
tran Indonesia (Pl{I ) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehoruatan
PIII.

Tidak satu pihak pun di luar PllI yanE dapat aenEianbil
tindakan terhadap Hartapan Indonesia dan atau nedianya
berdasarkan pasal-pasal dalau Kode Etik Jurnalistik ini.

Deoikianlah penbicaraan kita tentanel Kode Etik Jurna-

Iistik Persatuan llartapan Indonesia. Kode Etik iurnalistik
ini sangat perlu diketahui dan dipahaai betul aPalaeli baEi

Anda yanE! berEinat aktif di bidang kesartasanan. Dengan

berpeganEl pada Kode Etik Jurnalistik ini diharaPkan Para

rrartaqan dapat nelaksanakan tugas-tugas sehari-harinya

denEan baik, bebas dan bertanEElunEl iawab.
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